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KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puja dan puji syukur Allahmdullah kepada Allah SWT, atas
rahmt Nya semata sehingga tesis penelitian ini yang berjudul proses perumusan kebijakan
pembentukan Peraturan Daerah pada Biro Hukum dan Organisasi dengan DPRD Provinsi
Kalimantan Utara (Analisis proses perumusan Perda tentang Peningkatan Mutu Pendidikan) yang
studinya berasal dari Pemerintah daerah maupun dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi
Kalimantan Utara, dapat terselesaikan dengan baik

Dalam Penyusunan tesis ini telah banyak mendapatkan bimbingan, informasi data,
masukan dan saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini dapat diselsaikan dengan
baik.oleh sebab itu terima kasih penulis ucapkan kepada setiap bantuan yang telah memberikan
mulai awal sampai akhirnya tesis ini dapat diselsaikan.

Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan
pacasarjana Menajemen Administrasi Publik tentang Perumusan Kebijakan Pembentukan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam pembentukan peraturan daerah sebagai
wilayah provinsi baru dan diharapkan dengan penyusunan ini dapat menambahkan refensi yang
bermanfaat pelaku pembuat kebijakan.

Dalam penyusunan tesis Penelitian ini, Penulis banyak mengalami hambatan
khususnya keterbatasan referensi dan waktu dalam pengumpulan data-data yang diperlukan.
Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari bimbingan dan
arahan Bapak Dr. H. Muhammad Yunus, M.Si. selaku pembimbing pertama dan Ibu
Dr. Sri Sediyaningsih, M.Si. selaku pembimbing kedua. Pada kesempatan ini, tak lupa Penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1.  Rektor Universitas Terbuka.
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AB 1V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara

Kalimantan Utara adalah sebua{h provinsi di Indonesia yang terletak di bagian

utara Pulau Kalimantan. Provinsi ini jberbatasan langsung dengan negara tetangga,

yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak. Saat ini, Kalimantan Utara merupakan
provinsi termuda Indonesia, resmi dilm«an menjadi provinsi dalam rapat paripurna
DPR pada tanggal 25 Oktober 2012 WLerdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun
2012. Kementerian Dalam Negeri menetapkan 11 daerah otonomi baru yang terdiri atas
satu provinsi dan 10 kabupaten, termasuk Kaltara pada hari Senin, 22 April 2013.
Bersama dengan penetapan itu, Mer%teri Dalam Negeri Gamawan Fauzi melantik
Lambrie. Infrastruktur pemerintahan

alimantan Utara masih dalam proses persiapan

yang direncanakan akan berlangsung paling lama dalam 1 tahun.

kepala daerah masing-masing, termfsuk pejabat Gubernur Kaltara yakni Inanto

Proses pemekaran Kalimantan Utara menjadi suatu provinsi terpisah dari
Kalimantan Timur telah dimulai pada tahun 2000-an, Setelah melalui proses panjang,
pembentukan provinsi Kalimantan Ut ra akhirnya disetujui dalam rapat paripurna DPR
pada tanggal 25 Oktober 2012 dan dijahkan sebagai Provinsi ke 34 Indonesia. Hampir
40% penduduk Kalimantan Utara adalah Suku Jawa melalui program transmigrasi
yang merupakan kelompok terbesar, disusul penduduk asal Sulawesi Selatan.

Selebihnya merupakan penduduk asli Kalimantan yaitu Suku Dayak, Suku Banjar,

Suku Bulungan, Suku Tidung dan S\ﬁku Kutai.

79
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Pada saat dibentuknya, wilayl\ Kalimantan Utara dengan 408 orang PNS
dibagi menjadi 5 wilayah administrasi, yang terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten dapat

dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut

Kabupaten/Kota J Ibukota Pegawai Negeri Sipil

Kabupaten Nunukan Nunukaxi 4074

|
Kabupaten Malinau Malinaﬂ 3420

1
Kabupaten Bulungan Tanjunngelor 9043
Kabupaten Tana Tidung | Tideng Tale 1289
Kota Tarakan Tarakan} 4012

1

alimantan Utara dan BPS Kabupaten/Kota se-
un 2014

Sumber: Biro Kepegawaian Provinsi
Provinsi Kalimantan Utara t

Seluruh wilayah Kabupatrn Kota di Provinsi Kalimantan Utara sebelumnya
merupakan bagian dari wilayah Kalimantan Timur. Populasi penduduk di Provinsi

Kalimantan Utara dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Populasi Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara

it

Peringkat Kabupaten/Kota | Ibukota Populasi

1 Kota Tarakan Tarakan 135.908

2 Kabupaten Nunukan J Nunukan 117.976

3 Kabupaten Bulungan | Tanjung Selor 102.865

4 Kabupaten Malinau Malinau 87.976

5 Kabupaten Tana Tideng Pale 81.297
Tidung

DRPD Kalimantan Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 tersusun dari
|

dua belas partai politik. Seluruh pzﬁtrtai politik mendapat jatah di DPRD Kaltara

disebabkan pemekaran Kaltara dan K}laltim. Susunan DPRD dengan perincian sebagai
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berikut: Kalimantan Utara hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 tersusun dari dua

belas partai politik. Seluruh partai politik mendapat jatah di DPRD Kaltara disebabkan

pemekaran Kaltara dari Kaltim. Susx#nan DPRD dengan perincian pada tabel 4.3

sebagai berikut:

|

|
Total |

1

|

|

1. Deskripsi Objek Penelitian |

|
Partai / Kursi
=== Partai Demokrat L 5
2 Partai Golkar | 4
.. Partai Hanura \] 4
@ | 4
P~ NN PDI"P i
.,:-‘ j 4
==} Partal Gerindra i
o | ;
PAN PAN j
® | 2
| Partai NasDem J
| 1
£ | 2
| #xa  PKB ;
[ i | —JF\ 5
PLIS |
pks PKS
O | z
PBR |
- |
2
K4 ppp |
1
PKPI
35

|
Sekretariat Daerah Berdasarkian Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013
|

tentang Organisasi dan Tata Kerj% Sekretariat Daerah Provinst Kalimantan Utara

yang kemudian dicabut dengan P%raturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

sebagimana diubah dengan Perz};turan Gubernur Nomor 25 Tahun 2014 tentang
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Perubahan atas Peraturan GubemurL Nomor 7 Tahun 2014. Susunan Organisasi
Sekertariat Daerah Provinsi Kalim%.ntan Utara yang semula berjumliah 7 (tujuh)
Biro, sekaramg sudah menjadi 8I(Delapan) Biro. Sekretariat Daerah di pimpin
oleh seorang Sekretaris Daerah ){ang mana mempunyai tugas dan kewajiban
membantu Gubernur dalam meny+sm kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daer%h.

Sekretaris Daerah dalam me[ yelenggarakan tugas dan kewajibanya dibantu
oleh Asisten Pemerintahan dan| Kesejahteraan Rakyat (Asisten ), Asisten
Perekonomian dan Pembangunan F Asisten Il ) dan Asisten Administrasi Umum
(Asisten III),masing-masing mefnbawahi Biro-Biro dan Biro Hukum dan
Organisasi berada dibawah Pemel%intahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I).
Biro Hukum dan Organisasi me*npunyai tugas pokok merumuskan kebijakan,
koordinasi pembinaan dan pemerian bimbingan serta pengendalian teknis di
bidang peraturan perundang-undﬁ.ngan, bantuan hukum dan hak asasi manusia,
pembinaan dan pengawasaan prq“&duk hukum, ketatausahaaan dan dokumentasi
serta kelembagaan dan anlisa /J jabatan, ketatalaksanaan dan pengembangan
akuntablitas kinerja instasi pemerifntah dan Biro Hukum dan Organisasi terdiri dari:
Bagian Hukum yang membawaﬁli :

1. Kepala Bagian Hukum dan H{L\M
2. Kasubbag Perundang-undangjhn
3. Kasubbag Bantuan Hukum d%n HAM

4. Kasubbag Pembinaan dan Pehgawasan Produk Hukum

5. Kasubbag Dokumentasi Hukum dan Tata Usaha Biro
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Bagian Organisasi yang membawaﬂi :
|

1. Kepala Bagian Organisasi

!
i
|

|
|
|
|

2. Kasubbag Kelembagaan
3. Kasubbag analisis dan Formasi Fabatan

4. Kasubbag Ketatalaksanaan

5. Kasubbag Akuntabilitas kinerjz# Instansi Pemerintah

Bagian — Bagian tersebut yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala (Biro Hukum dan Organisasi.
Sedangkan Dewan Perwakilan Raj(yat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dalam
melaksanakan tugas dan kewajih{annya dibantu oleh Sekretariat Dewan yang
pembentukannya berdasarkan peréturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sehetaﬁat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara. |

B. Pemaparan Hasil

1. Proses Perumusan Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi
Kalimantan Utara sebagai DO

Proses pembuatan suatu perdajsecara adminstratif di Provinsi Kalimantan Utara
berdasarkan Undang-Undang Nomorf 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan. Peraturan Pgrundang-undangan ini kemudian diperjelas
jenisanya dalam Peraturan Mentert D?lam Negen Republik Indonesia Nomor 53 tahun
2011 tentang pembentukan Produkfj Hukum Daerah sebagaimana dicabut dengan

Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 kemudian dicabut lagi dengan Permendagri Nomor
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80 Tahun 2015. Pemebntukan Produl{( Hukum daerah adalah proses pembuatan
peraturan perundang-undangan daerah y%mg dimulai dari tahap perencanaan, persiapan,
perumusan, pembahasan, pengesahJan, pngundangan, dan penyebarluasan.

|

Pembentukan produk hokum ini harus c#ilakukan oleh eksekutif bersama legislaitif.
Dalam menganalisis tahap-@ap tersebut, peneliti menggunakan proses
formulasi kebijakan yang dikemukak%m Anderson. Beberapa tahap dalam proses
formulasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan sebagai 'berikut:
a. Formulasi Masalah J
Mengenali dan merumuskf}an masalah merupakan langkah yang paling
fundamental dalam proses perum”usan kebijakan publik. Suatu masalah dapat
diartikan secara formal sebagai kor*disi atau situasi yang menghasilkan kebutuhan-

|
kebutuhan untuk mencari cara—car? penanggulangannya. Tujuan akhir pendidikan

nasional secara umum adalah p#ningkatan sumberdaya manusia (SDM) yang
berkualitas. |
Berdasarkan studi dokunjﬁmen yang dilakukan peneliti draft Rancangan
Peraturan Daerah Peningkatan Mutu Pendidikan diajukan pada tanggal 14 April
|
2015 berupa surat penyampaian Hce Biro Hukum dan Organisasi
Berdasarkan hasil obser\;asi, Provinsi Kalimantan Utara masih banyak
kekurangan guru-guru berprofesional, dan di dinas pendidikan juga masih
kekurangan tenaga untuk m%ngkaji masalah mutu pendidikan. Masalah

peningkatan mutu pendidikan t%:rsebut dapat masuk dalam agenda pemerintah

karena sudah merupakan inis{atif DPRD dengan melihat dan menargetkan
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sebelumnya setiap Raperda Insiatif DPRD dan kemudian diserahkan ke
Pemerintah Daerah Bagian Biro Hukum.

Hal tersebut sebagaimana dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan
salah satu anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara diperoleh informasi sebagai

berikut:

Masalah menegenai system pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara adalah
masalah internal yaitu yang biasa dilihat dan berhubungan dengan strategi
pembelajaran, peran guru, kurikulum, sistem kelembagaan, sarana dan
prasarana, manajemen, anggaran oprisional. Komponen yang penting adalah
profesionalime guru. Di era gloabalisasi ini masih banyak masyarakat di
provinsi Kalimantan utara yang kurang memperhatikan masalah pendidikan
ini. (Wawancara, 2 Mei 2015)

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan informan triangulasi anggota
DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang menyatakan bahwa:

masalah peningkatan mutu pendidikan di provinsi Kaltara memang sangat
komplek dan rumit karena dengan baru terbentuknya kaltara maka sebagian
kewenangan pendidikan menjadi tanggungjawab provinsi sedangkan dinas
pendidikan provinsi juga baru seumur jagungkarena mutu pendidikan
merupakan cerminan dari sebuah mutu bangsa, manakala mutu pendidikannya
bagus , maka bagus pula kualitas putra putri daerah untuk itu seyogyanya
masalah mutu pendidikan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah
sebagai pembuat kebijakan. (Wawancara, 2 Mei 2016)

Lebih lanjut, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak selaku

Anggota Panita Khusus DPRD provinsi Kalimantan Utara yang menyatakan
sebagai berikut:

Pendidikan merupakan komponen utama dalam menentukan tingkat kemajuan

suatu daerah, sekarang ini: belum teroptimalkannya dan dimanfaatkanya

fungsi pendidikan sehingga Anggota DPRD mempunyai inisatif untuk
membuat Perda mengenai peningkatan mutu ini. (Wawancara, 2 Mei 2016)
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Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat diambil
kesimpulan bahwa dalam proses formulasi kebijakan Rancangan Peraturan Daerah
Peningkatan Mutu Pendidikan me!alui formulasi masalah yang kompleks yaitu
untuk memecahkan masalah pendidikan pada masyarakat di Provinsi Kalimantan
Utara dan merupakan salah satu yang menjadi perhatian serius Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara. Mutu pendidikan merupakan salah satu masalah yang
substantif dalam sistem pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. Rancangan
Peraturan Daerah tentang Peningktatan Mutu Pendidikan merupakan inisiatif dari
DPRD yang kemudian diajukan pada Biro Hukum Pemerintah Daerah (Pemda)
Provinsi Kalimantan Utara

b. Formulasi Kebijakan

Masalah yang masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para
pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk kemudian
dicari alternatif pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut
berasal dari berbagai alternatif yang ada. Dalam tahap perumusan kebijakan ini,
masing-masing alternatif akan bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang
diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan
“bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. Dari sekian banyak
alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya
salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari
mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

Berdasarkan studi dokumen, Panitia Khusus DPRD Provinsi Kalimantan

Utara telah membuat Naskah Akademik tentang Pendidikan Provinsi Kalimantan
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Utara yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah Rancangan Peraturah Daerah
tentang peningkatan Mutu Pendidikan. Penyusunan Naskah Akademik ini
dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu dokumen akademik dar
suatu proses kajian akademik sebagai substansi yang mendasari muatan
pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan serta sebagai
dokumen penunjang dalam proses legislasi di DPRD.

Berdasarkan hasil observasi, peneliti memperoleh informasi pada dasarnya
belum ada pertemuan yang dilakukan oleh anggota DPRD dengan melibatkan
instansi terkait maupun biro hukum, baru anggota DPRD saja yang merumuskan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Mutu Pendidikan ini dengan
penyusunan naskah akdemiknya diserahkan pada pihak ke tiga.

Hal tersebut diperkuat melalui wawancara dengan Bapak Arman Jauhari
Kepala Bagian Hukum Sekertariat daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bahwa:

Seyogyanyanya semua instansi terkait dengan Raperda ini harus duduk
bersama agar dapat merumuskan dan mencari solusi dari permasalahan ini,
Jika saja semua pengambil keputusan atau pembuat kebijakan biasa sama-
sama duduk dalam satu meja maka masalah ini dapat dipecahkan, Contoh
dengan melakukan Inovasi pembelajaran dimana seorang guru terlebih dahulu
mengetahui  kondisi awal siswanya, dalam memperbaiki satandarisasi
pendidikan yang kurang tepat yaitu standard dan kompetensi dalam
pendidikan, Contoh Kongkrit standar pendidikan menggunakan tolok ukur
UN pada dasarnya tujuan utamanya baik tapi kenyataannya hanya sebagai
standar penentuan kelulusan solusinya pihak yang mengetahui kemampuan
peserta didiknya secara keseluruhan adalah guru solusi alternative adalah
dengan menerapkan pendidikan karakter. Alternative lain bisa dengan Sistem

pamong ( pendidikan oleh masyarakat,orang tua dan guru) sistem ini dirintis
di solo dan ini bisa kita contoh. (Wawancara, 2 Mei 2016)
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Berdasarkan hasii wawancara dengan anggota DPRD selaku Panitia
Khusus III DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang menyampaikan sebagai
berikut:

Rancangan peraturan Daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan sudah
dibuatkan Naskah Akademisnya yang dilakukan sesuai ketentuan penyusunan
Naskah Akademik dalam UU §Nom0r 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. (Wawancara, 2 Mei 2016)

Berdasarkan hasil dokumentasi, observasi dan wawancara dapat
disimpulkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan pada tahap formulasi
kebijakan DPRD telah membuaf Naskah Akademik Tentang Pendidikan di
Provinsi Kalimantan Utara substansi yang mendasari muatan pengaturan dalam
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan serta sebagai dokumen
penunjang dalam proses legislasi di DPRD. Akan tetapi, DPRD belum melibatkan
instansi terkait dalam proses perumusan atan formulasi kebijakan tentang
pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara

c. Penentuan Kebijakan

Setelah salah satu dari sekian aiternatif kebijakan diputuskan, untuk di
ambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir
dalam pembuat kebijakan adalah penentuan kebijakan, sehingga mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat
dipisahkan dengan proses penetapan, penentuan atau pengesahan kebijakan.

Dalam tahap penentuan kebijakan terdiri dari bagaimana alternatif ditetapkan,

persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan
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melaksanakan kebijakan, bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan
kebijakan, apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil dokumenitasi peneliti memperoleh informasi tentang Isi
kebijakan yang telah ditetapkan adalah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan dan salah satunya berupa peningkatan mutu pendidikan. Dari Naskah
Akademik Tentang pendidikan kemudain dibuatkan draft I. Draft 1 didiskusikan
dan diverifikasi dalam focused gr@up discussion yang melibatkan dinas/instansi
terkait, pakar kebijakan, dan pakar dari permasalahan yang akan diatur. Tim
perumus merumuskan Draf 2, yang merupakan Draf Final dari kebijakan. Draf
Final ini berupa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peningkatan Mutu
Pendidikan tetapi belum disahkan oleh pejabat berwenang. Draft final Rancangan
Peraturan Daerah Peningkatan Mutu Pendidikan sudah memuat landasan filosofis,
sosiologis dan yuridis. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang terlibat
dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peningkatan
Mutu Pendidikan berasal dari Komisi [I dan Komisi IV DPRD yang berjumlah 15
orang.

Berdasarkan hasil observasi, dalam penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah terkadang masih tidak sesuai dengan syarat penyusunan suatu raperda
karena terkadang ada unsur kebijakan lainnya. Selain itu, Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga sudah melakukan sebagian dari kebijakan tersebut
walaupun Rancangan Peraturan Daerah belum ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah karena masih banyak yang perlu diperhatikan lagi tentang Rancangan

Peraturan Daerah Peningkatan Mutu Pendidikan.

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



42259 pdf

Hal ini didukung oleh hasil wawancara dengan informan, sebagaimana
yang dikemukakan oleh Bapak Suharto, S.H selaku Kepala Biro Hukum Dan
Organisasi sebagai berikut:

Yang akan melaksanakan kebijakan tersebut adalah pemerintah daerah, Dinas
pendidikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Kalimantan Utara,
selama ini Dinas Pendidikan sudah berupaya untuk meningkatkan mutu
pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara meskipun belum ada regulasi yang
mengaturnya. (Wawancara, 2 Mei 2016)

Hasil observasi dan dokumentasi juga diperkuat oleh informan triangulasi

Kepala Bagian Hukum dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi sebagai berikut:

untuk membuat suatu Raperda harus memenuhi ketentuan yang sesuai dengan
ketentuan permendagri nomor 80 tahun 2015 yaitu Materi atau subtansi tidak
boleh bertantangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan
umum, Raperda harus dilengkapi Naskah Akdemik/keterangan teknis,
Mempersiapkan Penyusunan draf awal / nol, Harus memuat 3 landasan yaitu
filasofis, sosiologis dan yuridis, Kejelasan tujuan, Kesesuaian antara jenis dan
materi muatan, Kejelasan rumusan , Disamping itu materi muatan perda harus
mengandung asas-asas pengayoman, kemanusiaan,kebangsaan, kekeluargaan,
keadilan,kesamaan dalam hukum, ketertiban dan kepastian hukum dan
kesimbangan, kesrasian dan keselarasan. (Wawancara, 2 Mei 2016)

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat diambil
kesimpulan dalam proses perumusan Rancangan Peraturan daerah Peningkatan
Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahap penentuan kebijakan
cukup optimal yaitu berdasarkan Naskah Akademik yang disusun telah dibuat
Draft Final yang menunggu pengesahan dari pejabat yang berwenang dan dalam
Raperda Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan sudah memuat landasan yuridis,

sosiologis dan filosofis. Hanya saja dalam proses penetapan kebijakan Rancangan

Peraturan daerah ini perlu optimalisasi dengan memperhatikan syarat dalam
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penyusunan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.
d. Implementasi Kebijakan

Pada tahap implementasi, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh
unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika tidak
diimplementasikan. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing,
beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana, namun
beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi bahwa Rancangan peraturan
Daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara
masih dalam bentuk draf final Raperda yang belum disahkan menjadi Peraturan
Daerah sehingga belum diimplementasikan dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Anggota DPRD dari Komisi II
DPRD Provinsi Kalimantan Utara sebagai berikut:

Raperda ini masih dalam tahap proses pengesahan tetapi nantinya yang
terlibat dalam implementasi kebijakan adalah Gubernur, DPRD dan Dinas
pendidikan dan jajarannya, oleh karena itu merekalah yang paling
bertanggungjawab  terhadap  peningkatan mutu  pendidikan  di
daerahnya.meskipun tidak selamanya demikian karena dalam pelaksanaanya
tidak sedikit penyimpangan dan salah penafsiran terhadap kebijakan yang
digulirkan sehingga menimbulkan berbagai kerancuan. (Wawancara, 2 Mei
2016)

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat

disimpulkan dalam proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Peningkatan

Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahap implentasi kebijakan
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belum terlaksana dikarenakan Ranpangan Peraturan Daerah Tentang Peningkatn
Mutu Pendidikan masih dalam tahap atau proses pengesahan dengan pihak yang
berwenang mengesahkan Raperda menjadi sebuah Peraturan Daerah.

e. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi
untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan
masalah. Kebijjakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang
diinginkan. Oleh karena itu, maka ditentukan ukuran-ukuran atau Kriteria-Kriteria
yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak
yang diinginkan.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, diperoleh informasi bahwa
keijakan Publik dalam bentuk Rancangan Peraturan daerah Tentang Peningkatan
Mutu Pendidikan belum dijalankan atau diimplementasikan sehingga belum bisa
dinilai apakah kebijakan publik ini sudah sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan Anggota DPRD Komisi [V
selaku Panitia Khusus penyusunan Raperda Tentang Peningkatan Mutu
Pendidikan sebagai berikut:

Tingkat keberhasilan atau dampak suatu kebijakan dapat diukur apabila suatu
kebijakan tersebut sudah diimplementasikan ke masayarakat dan sasaran
kebijakan kemudian diharapkan nantinya dalam implementasi Ranvangan
Peraturan daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan berhasil

dilaksanakan dan mutu pendidikan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara
semakin baik. (Wawancara, 2 Mei 2016)
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Hal yang hampir sama disampaikan informan triangulasi Anggota DPRD
Komisi II selaku Panitia Khusus penyusunan Raperda Tentang Peningkatan Mutu
Pendidikan sebagai berikut:

Ketika Raperda ini sudah disahkan dan diimplementasi seharusnya yang
mengevaluasi kebijakan ini dilakukan bersama-sama antara pemerintah
daerah dengan DPRD provinsi yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan yang
secara langsung menerapakan kebijakan ini. Dan sebaiknya apabila kebijakan
ini masih sulit untuk dilaksanakan lebih baik melakukan perubahan dalam
rumusan Raperdanya karena untuk melakukan pencabutan suatu kebijakan
hanya dapat dilakukan apabila bertentangan dengan ketentuan yang berlaku
serta adanya kerugian terhadap kepentingan umum. (Wawancara, 2 Mei 2016)

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat
disimpulkan dalam proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Peningkatan
Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahap evaluasi kebijakan
belum dapat dilihat dampak dan keseuaian antara hasil penilaian kebijakan dengan
tujuan perumusan Rancangan Peraturan Daerah dikarenakan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan belum diimplementasikan di
lingkup Provinsi Kalimantan Utara.

2. Faktor yang mempengaruhi dalam proses perumusan kebijakan
pembentukan peraturan daerah peningkatan mutu pendidikan di Provinsi
Kalimantan Utara

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut
diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan
sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan

kebijakan adalah

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
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Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau
membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar. Berdasarkan hasil observasi
ditemukan informasi bahwa dalam penyusunan Rancangan Peraturan daerah
Peningkatan Mutu Pendidikan sudah dilakukan pembahasan naskah akademis
yang kemudian disusun menjadi sebuag Raperda. Hal ini didukung dari hasil
dokumentasi berupa naskah akademis Pendidikan di Kalimantan Utara dan
Rancangan Peraturan daerah Peningkatan Mutu Pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Komisi 11
selaku Panitia Khusus Perancangan Raperda sebagai berikut:

tidak ada pengaruh ataupun tekanan dari luar dalam perumusan kebijakan ini

murni karena asperasi dari DPRD yang melihat perkembangan pendidikan di
provinsi Kalimantan Utara. (Wawancara, 2 Mei 2016)

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat
disimpulkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan Rancangan Peraturan
daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara
adalah murni merupakan aspirasi dari masyarakat yang dibahas bersama oleh

anggota DPRD.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama
Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro
disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga
saat ini belum professional dan terkadang amat birikratik, cenderung akan diikuti
kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang

berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu
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diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti,
terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi diperoleh informasi bahwa
kebiasaan lama tetap juga menjadi referensi pengambil kebijakan termasuk
perumusan perda peningkatan mutu pendidikan apalagi kebijakan sebelumnya
dipandang sudah memuaskan sehingga cenderung untuk dikuti. Sebagaimana yang
disampaikan Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Biro Hukum dan
Organisasi sebagai berikut:

pengaruh kebiasaan lama dalam merumuskan satu kebijakan itu sudah biasa
manakala mereka sampai pada tahap jenuh dan mandeg yang cenderung sulit
mencari jalan keluarnya. (Wawancara, 2 Mei 2016)

Hal yang berbeda disampaikan informan triangulasi salah satu anggota

DPRD Komisi II selaku Panitia Khusus Perancangan Raperda sebagai berikut:
semua perosedur dalam penyusunan dan perumusan perda peningkatan ini
sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yaitu berpedoman pada UU
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. (Wawancara, 2 Mei 2016)

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat
disimpulkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan Rancangan Peraturan
daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 12 Tahun

2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya saja terkadang

kebiasan lama dalam merumuskan kebijakan terdahulu juga ikut serta.
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c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat
keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi
merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi diperoleh informasi bahwa sifat-
sifat pribadi pada kenyataannya sedikit berpengaruh dalam perumusan Perda ini
karena meliat adanya desakan ke Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan dan

mengsahkan Raperda Peningkatan Mutu Pendidikan ini menjadi Perda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Komisi IV

selaku Panitia Khusus Perancangan Raperda diperoleh informasi sebagai berikut:

Sifat-sifat pribadi tidak berpengaruh dalam perumusan perda ini, Raperda
peningkatan mutu pendidikan perlu dilakukan agar putra putri daerah terutama
di Kalimantan Utara ini bias mendapatkan pendidikan yang bagus dan
menghasilkan generasi yang berkualitas bukan saatnya harus memikirkan
kepentingan pribadi tapi kepentingan daerah. (Wawancara, 2 Mei 2016)

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat
disimpulkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan Rancangan Peraturan
daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara tidak
dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi dalam hal kepentingan pribadi, perumusan
Raperda Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan murni didasari untuk

meningkatkan pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara guna mecapai tujuan

nasional pendidikan. Hanya saja karena proses pengesahan yang membutuhkan
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waktu lama sehingga pihak DPRD meminta untuk mempercepat menginat urgensi

Raperda ini.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan
besar. Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi diperoleh informasi banyak
pengaruh dari kelompok luar terhadap perumusan kebijakan ini. Hal ini didukung
oleh wawancara dengan Informan salah satu anggota DPRD Komisi IV selaku

Panitia Khusus Perancangan Raperda sebagai berikut:
Ya ada, karena banyak orang-orang menginginkan agar mutu pendidikan yang
ada di provinsi Kalimantan Utara ini menjadi lebih baik dan dapat dijadikan
percontohan bagi daerah daerah lain karena kita hidup dilingkungan social
yang mana sudah bias dilihat pengalaman dari orang-orang sebelumnya

terutama yang akan melaksankan kebijakan ini nanti. (Wawancara, 2 mei
2016)

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dapat
disimpulkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan Rancangan Peraturan
daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara
dipengaruhi oleh kelompok luar karena mengingat Raperda Peningkatan Mutu
Pendidikan ini mencakup keseluruhan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara
sehingga masyarakat yang berharapa banyak dalam hal mutu pendidikan yang

baik.
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C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Proses Perumusan Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi
Kalimantan Utara sebagai DOB

a. Formulasi Masalah

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses formulasi
kebijakan Rancangan Peraturan Daerah Peningkatan Mutu Pendidikan melalui
formulasi masalah yang kompleks yaitu untuk memecahkan masalah pendidikan
pada masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara dan merupakan salah satu yang
menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara. Mutu pendidikan
merupakan salah satu masalah yang substantif dalam sistem pendidikan di Provinsi
Kalimantan Utara. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peningktatan Mutu
Pendidikan merupakan inisiatif dari DPRD yang kemudian diajukan pada Biro
Hukum Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kalimantan Utara.

Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses
mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beraneka ragam kemudian
menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat, sehingga
setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara
implisit maupun eksplisit. Oleh karena itu, aktor-aktor yang berperan dalam
formulasi kebijakan tidak hanya berfungsi menciptakan adanya keseimbangan
diantara kepentingan-kepentingan yang berbeda (muddling through or balancing
interests), tetapi juga harus berfungsi sebagai penilai (valuer), yakni mampu

menciptakan adanya nilai yang dapat disepakati bersama yang didasarkan pada
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penilaian-penilaian rasional (rational judgements) guna pencapaian hasil yang
maksimal.

Menurut Islamy dalam mengemukakan pendapatnya bahwa dalam
formulasi masalah, pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan
asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiaognosis penyebab-penyebabnya,
memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang
bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru. Perumusan masalah
merupakan sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi
masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat di susun, perumusan
masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang
mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas
untuk itu. Proses kebijakan publik di mulai dengan kegiatan merumuskan masalah
secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan
kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini akan
sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya.

Berbeda dengan yang dikemukakan William. N Dunn (2000: 4) bahwa
tahapan pertama dalam proses perumusan kebijakan public adalah penyusunan
agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat hendaknya menempatkan masalah
pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara
yang lainnya ditunda untuk waktu lama.

Pada tiap tahap kebijakan Dunn mendefinisikan analisis kebijakan yang
semestinya dilakukan. Pada tahap penyusunan agenda/agenda setting, analisis

yang mesti dilakukan adalah perumusan masalah/identification of policy problem.
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Dalam hal ini Dunn membuat sintesis dari model Anderson, dkk. dan Dye yaitu
menggabungkan tahapan antara identification of problem dan agenda setting dari
Dye dengan tahap policy agenda dari Anderson.

Adapun peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan sarana dan
prasarana pendidikan di Daerah mencakup sistem pendidikan, tenaga pendidik,
sarana dan prasarana baik jumlah maupun kualitas. Beberapa regulasi berikut
dapat dijadikan pedoman Pemerintah Daerah dalam mewujudkan mutu pendidikan
yang lebih baik bagi masyarakat antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2008 tentang Wajib Belajar dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan pelayanan
masyarakat Provinsi Kalimantan Utara di bidang pendidikan antara lain:

1. Sistem pelayanan pendidikan yang belum memadai, dimana masih banyak
masyarakat yang belum bisa mengakses pendidikan yang mereka inginkan.

Pada kondisi eksisting perkembangan sarana dan prasarana pendidikan

menunjukan indikasi semakin baik namun sistem pendidikan yang ada

kurang memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pendidikan yang
prima seperti pada daerah pesisir dan daerah perbatasan dengan negara lain.
2. Tenaga pendidik yang kurang professional. Pada kondisinya memang sudah
banyak tenaga pendidik baik guru, dosen, dan yang lain. Namun kualitas
tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu program

peningkatan mutu pendidikan dari pemerintah ditujukan untuk
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meningkatkan jumlah, mutu dan penyebarannya sesuai kebutuhan, dengan

kegiatan pokok diantaranya peningkatan keterampilan dan profesionalisme

tenaga pendidik melalui pendidikan dan pelatihan.;

3. Biaya pendidikan yang sangat mahal tidak bisa dipenuhi oleh masyarakat
tidak mampu. Dalam hal ini pemerintah harus menyediakan sistem
pendidikan yang tepat dimana semua lapisan masyarakat dapat menerima
pendidikan yang bermutu dan adil. Dibutuhkan peningkatan kualitas
pendidikan untuk mengatur dan menjamin masyarakat Provinsi Kalimantan
Utara, khususnya daerah perbatasan, supaya mendapatkan hak wajib belajar
yang sama..

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan peraturan daerah yang
mengatur ketentuan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tujuan, prinsip,
upaya pemerintah daerah, serta sanksi terkait pelanggaran pendidikan. Untuk itu
diperlukan kerjasama dari setiap pihak terutama pemerintah, swasta, lembaga
masyarakat, orang tua, tenaga pengajar serta pihak lain yang terkait dengan
pendidikan.

b. Formulasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses perumusan
kebijakan pada tahap formulasi kebijakan DPRD telah membuat Naskah
Akademik Tentang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara substansi yang
mendasari muatan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pendidikan serta sebagai dokumen penunjang dalam proses legislasi di DPRD.
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Akan tetapi, DPRD belum melibatkan instansi terkait dalam proses perumusan
atau formulasi kebijakan tentang pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.

Sekian banyak problema-problema umum yang muncul hanya sedikit yang
mendapat perhatian dari pembuat kebijakan publik. Pilihan dan kecondongan
perhatian pemuat kebijakanmenyebabkan timbulnya agenda kebijakan. Sebelum
masalah-masalah berkompotensi untuk masuk dalam agenda kebijakan, masalah
tersebut akan berkompetisi dengan masalah yang lainyang pada akhirnya akan
masuk dalam agenda kebijakan. Mengingat pentingnya status agenda kebijakan
dalam formulasi kebijakan publik, Cob dan Elder dalam Islamy (2000:83)
mengartikan kebijakan sebagai: “Agenda sistemik terdiri atas semua isu-isu yang
dipandang secara umum oleh anggota-anggota masyarakat politik sebagai patut
memperoleh perhatian dari publik dan mencakup masalah- masalah yang berada
dalam kewenangan sah setiap tingkat pemerintah masing-masing”.

Menurut pendapat yang dikemukakan William. N Dunn (2000: 4) dalam
proses formulasi kebijakan bahwa para pejabat merumuskan alternatif kebijakan
untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah
eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislative. Proses pembuatan
kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses
maupun variabel-variabel yang harus dikaji. Kebijakan publik merupakan suatu
kesatuan sistem yang bergerak dari satu bagian ke bagian lain secara sinambung,
saling menentukan dan saling membentuk. Kebijakan publik tidak terlepas dari
sebuah proses kegiatan yang melibatkan aktor-aktor yang akan bermain dalam

proses pembuatan kebijakan.
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Model proses kebijakan publik dari Easton mengasumsikan proses
kebijakan publik dalam sistem politik dengan mengandalkan input yang berupa
tuntutan (demand) dan dukungan (support). Model Easton ini tergolong dalam
model yang sederhana, sehingga model Easton ini dikembangkan oleh para
akademist lain seperti Anderson, Dye, Dunn, serta Patton dan Savicky.

Menurut beberapa ahli, dalam memahami proses perumusan kebijakan kita
perlu memahami aktor-aktor yang terlibat atau pemeran serta (partisipants) dalam
proses pembuatan kebijakan tersebut. Charles Lindblom (Winarno:2002)
mengutarakan bahwa untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan
kebijakan, lebih dahulu harus dipahami sifat-sifat semua pemeran serta, bagian
atau peran apa yang mercka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang
mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi.
Dari berbagai jenis pemeran serta ini, Charles Lindblom mengemukakan bahwa
mereka mempunyai peran khusus yang meliputi : warganegara biasa, pemimpin
organisasi, anggota DPR, pemimpin badan legislatif, aktivis partai, pemimpin
partai, hakim, pegawai negen sipil, ahli teknik, dan manajer dunia usaha.

Dunn mendefinisikan pada tahap formulasi kebijakan/policy formulation,
terdapat langkah analisis yang seharusnya dilakukan yaitu peramalan/forecasting.
Dunn menjelaskan : Peramalan dapat menguji masa depan yang plausibel,
potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang
ada atau yang diusulkan, mengenali kendala-kendala yang mungkin akan terjadi
dalam pencapaian tujuan, dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan

oposisi) dari berbagai pilihan.
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Setelah masalah-masalah publik diidentifikasi, maka langkah selanjutnya
adalah bagaimana kebijakan publik harus dirumuskan. Dalam tahap ini,
mengetahui aktor-aktor yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan
merupakan hal yang esensial karena dengan demikian kita akan dapat
memperkirakan seperti apakah kebijakan publik tersebut akan dirumuskan.
Bagaimana masalah publik tersebut akan didefinisikan sangat tergantung pada
siapa yang merumuskan kebijakan tersebut yang pada akhirnya, akan menentukan
bagaimana kebijakan tersebut dirumuskan.

Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam perumusan
kebijakan, Charles Lindblom (dalam Abdul Wahab 1990), menuturkan bahwa
pembuatan kebijakan negara (Public-Policy-marking) itu pada hakekatnya
merupakan “an extermely complex, analytical and politica process to which
there is no beginning or end, and the boundaries of which are mosed uncertain.
Somehow a complex set of forces that we call policy making all taken together,
produses effects called policies.” (merupakan proses politik yang amat
kompleks dan analisis dimana tidak mengenal saat dimulai dan diakhirinya,
dan batas-batas dari proses itu sesungguhnya yang paling tidak pasti.
Serangkaian kekuatan-kekuatan yang agak kompleks yang kita sebut sebagai
pembuatan kebijakan negara itulah yang membuahkan hasil yang disebut
kebijakan).

Menurut Raymond Bauer (Kusumanegara , 2010, p. 85) menyatakan
bahwa perumausan kebijakan public adalah proses transformasi input menjadi

output, Jika kita memperhatikan model sistem politik David Easton, maka
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pendapat Bauer pada hakekatnya menunjukan aktivitas yang terjadi dalam proses
konversi. Jika demikian maka proses kebijakan publik bersifat politis karena actor,
kepentingan, dan interaksi antara actor menjadi focus utamanya (Lindblom, 1986).
Disampng itu, dimensi politis dalam formulasi dapat terjadi dalam serangkaian
aktifitas yang terjadi didalamnya seperti:mengkoleksi informasi, analisis
informasi, diseminasi, pengembangan alternatif advokasi,membangun koalisi,
kompromi dan negosiasi.

Proses perumusan kebijakan merupakan inti dari kebijakan publik, karena
dan sinilah akan dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Tidak semua isu
yang dianggap masalah bagi masyarakat perlu dipecahkan oleh pemerintah sebagai
pembuat kebijakan, yang akan memasukkannya ke dalam agenda pemerintah yang
kemudian diproses menjadi sebuah kebijakan setelah melalui berbagai tahapan.

1. Penentuan Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan dalam proses perumusan
Rancangan Peraturan daerah Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi
Kalimantan Utara pada tahap penentuan kebijakan cukup optimal yaitu
berdasarkan Naskah Akademik yang disusun telah dibuat Draft Final yang
menunggu pengesahan dari pejabat yang berwenang dan dalam Raperda Tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan sudah memuat landasan yuridis, sosiologis dan
filosofis. Hanya saja dalam proses penetapan kebijakan Rancangan Peraturan
daerah ini perlu optimalisasi dengan memperhatikan syarat dalam penyusunan

Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
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Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk di
ambil sebagai cara memecahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir
dalam pembuat kebijakan adalah penentuan kebijakan, sehingga mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat
dipisahkan dengan proses penetapan, penentuan atau pengesahan kebijakan.
Dalam tahap penentuan kebijakan terdiri dari bagaimana alternatif ditetapkan,
persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi, siapa yang akan
melaksanakan kebijakan, bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan
kebijakan, apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam tahap penetapan kebijakan, setelah salah satu dari sekian alternatif
kebijakan diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecahan masalah, maka tahap
terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih
tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatif
kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai
kelompok kepentingan yang terlibat dalam permbuatan kebijakan tersebut.

Pada tahap adopsi kebijakan/policy adoption yang merupakan tahap yang
dikemukakan Anderson, dkk. seharusnya dilakukan analisis rekomendasi
kebijakan. Rekomendasi kebijakan merupakan hasil dari analisis berbagai
alternatif kebijakan setelah alternatif-alternatif tersebut diestimasikan melalui
peramalan (Dunn, 2000: 27).

Proses analisis kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual
yang bersifat politis dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling

bergantugsatu dengan lainya menurut urutan masing-masing, aktivitas politis
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tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda,
formulasi kebijakan,adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian
kebijakan (Dunn, 2003: 43).Bagi seorang administrator pendidikan, sebuah
kebijakan yang merupakan hasil keputusan sangatlah penting diperhatikan karena
akan berpengaruh terhadap motivasi, komunikasi, kepemimpinan serta perubahan
organisasi, kesalahan dalam pengambilan keputusan akan sangat berpengaruh
terhadap hasil yang dicapai dariditerapkanya kebijakan tersebut.

Pengambilan keputusan yang merupakan tahap akhir dari proses
perumusan  kebijakan  meliputi  segala  aspek  menejemen  baik
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluaasi, semauanya
mebutuhkan kebijakan.Perumusan kebijakan hingga menjadi keputusan kebijakan
merupakanserangkaian kegiatan pengumpulan dan menganalisis informasi yang
berkaitan denganmasalah yang dihadapi, kemudian berusaha mengembangkan
alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi,
sehingga sampai kepada kebijakan yang dipilih.

Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan, untuk di
ambil sebagai cara memercahkan masalah kebijakan, maka tahap paling akhir
dalam pembuat kebijakan adalah penetapan kebijakan, sehingga mempunyai
kekuatan hukum yang mengikat. Proses pembuatan kebijakan tidak dapat
dipisahkan dengan proses penetapan atau pengesahan kebijakan. Menurut Islamy
(2000:100) proses pengesahan kebijakan adalah proses penyesuaian dan
penerimaan secara bersama tehadap prinsip-prinsip yang diakui dan ukuran-

ukuran yang diterima. Menurut Anderson dalam Islamy (2000:100), proses
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pengesahan kebijakan diawali dengan kegiatan: (a) Persuasion, yaitu usaha-usaha
untuk meyakinkan orang lain tentang suatu kebenaran atau nilai kedudukan
seseorang dan mereka mau menerimanya sebagai milik sendiri; (b) Barganing,
yaitu suatu proses dimana kedua orang atau lebih mempunyai kekuasaan atau
otoritas mengatur setidak-tidaknya tujuan-tujuan mereka tidak sepakati agar dapat
merumuskan serangkaian tindakan yang dapat diterima bersama tetapi tidak ideal
bagi mereka. Barganing meliputi perjanjian (negotation); saling memberi dan
menerima (take and give); dan kompromi (copromise). Pada tahap ini para aktor
berjuang agar alternatifnya yang di terima dan juga terjadi interaksi dengan aktor-
aktor lain yang memunculkan persuasion dan bargaining. Penetapan kebijakan
dilakukan agar sebuah kebijakan mempunyai kekuatan hukum yang dapat
mengikat dan ditaati oleh siapa saja, dan bentuk kebijakan yang dihasilkan seperti
Undang-Undang, keputusan Presiden, keputusan-keputusan Menteri dan
sebagainya.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta
merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan
dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi
penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai ketentuan teknis pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan,
baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Oleh karena itu, Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
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undangan merupakan dasar ketentuan teknis pembentukan peraturan perundang-
undangan, termasuk dalam hal ini pembentukan peraturan daerah.

Dalam Pasal 1 dijelaskan mengenai pengertian sebagai berikut:

1. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan
Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan
pengundangan.

2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat
norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau
ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 7 diatur bahwa jenis dan hirarki peraturan

perundang-undanganterdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah;

5. Peraturan Presiden;

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembentukan naskah akademis tentang pendidikan di Provinsi Kalimantan

Utara dilakukan dalam rangka mewujudkan Peraturan Pemerintah No 47 tahun
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2008 yaitu tentang wajib belajar yang mana terdapat pada Pasal 1 yaitu wajib
belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara
Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu juga
asas atau dasar dalam membuat dokumen tersebut adalah terkait dengan hak dan
kewajiban masyarakat pada Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 pasal 13
yaitu masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program wajib belajar dan
mendapat data serta informasi tentang penyelenggaraan program wajib belajar.

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 Bab 1V tentang hak dan kewajiban
warga negara, orang tua, masyarakat dan pemerintah bahwa pada pasal 11 ayat 1
dan 2 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan
kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi
setiap warga negara tanpa diskriminasi serta pemerintah dan pemerintah daerah
wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap
warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Dalam penyusunannya Rancangan Peraturan Daerah, dilakukan beberapa
metode dalam penyusunan naskah akademis. Metode penyusunan Naskah
Akademik ini dilaksanakan dengan beberapa tahap dan kegiatan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, yang terdiri dari beberapa kegiatan:

a. Pembentukan Tim Penyusun;

b. Pemahaman terhadap KAK dan Pendalaman Substansial,

¢. Penyusunan Metodologi dan Rencana Kerja;
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2. Tahap Pengumpulan Data dan Informasi, yang terdiri dari beberapa
kegiatan:

a. Penyusunan Program Survei (kebutuhan data, sasaran
instansional, dan kuesioner);

b. Pelaksanaan Survei Sekunder (literatur, perundangan, standar,
dan pedoman);

c. Pelaksanaan Survei Primer (pengamatan, dokumentasi,
pengukuran dan wawancara);

d. Kompilasi Data dan Informasi.

3. Tahap Analisis, yang terdiri dari beberapa kegiatan:

a. Analisis Kepustakaan (literatur, perundangan, standar, dan
pedoman);

b. Analisis Kondisi Eksisting (proses dan kelembagaan
penyelenggaraan bangunan gedung di daerah, dokumentasi
berbagai fungsi bangunan gedung, bangunan gedung tradisional
dan/atau adat);

c. Analisis Permasalahan.

4. Tahap Penyusunan Naskah Akademik, yang dilakukan sesuai ketentuan
penyusunan Naskah Akademik dalam UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Tahap Pembahasan dan Kesepakatan, yang dilakukan dengan
melibatkan instansi terkait dalam Pemerintah Provinsi Kalimantan

Utara dan pemangku kepentingan lainnya.
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6. Tahap Finalisasi, yang dilakukan untuk menyempurnakan dokumen
Naskah Akademik sesuai masukan dari hasil pembahasan dan
kesepakatan

d. Implementasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses perumusan
Rancangan Peraturan Daerah Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi
Kalimantan Utara pada tahap evaluasi kebijakan belum dapat dilihat dampak dan
keseuaian antara hasil penilaian kebijakan dengan tujuan perumusan Rancangan
Peraturan Daerah dikarenakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang PeningkatAn
Mutu Pendidikan belum diimplementasikan di lingkup Provinsi Kalimantan Utara.

Pada tahap implementasi, kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh
unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.
Suatu program hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika tidak
diimplementasikan. Pada tahap ini, berbagai kepentingan akan saling bersaing,
beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan dari para pelaksana, namun
beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

Pada tahap implementasi kebijakan, Dunn menyarankan agar dilakukan
analisis berupa pemantauan/monitoring. Pemantauan membantu menilai tingkat
kepatuhan, menemukan akibat-akibat yang tidak diinginkan, mengidentifikasi
hambatan, dan menemukan pihak-pihak yang bertanggungjawab pada tiap tahap
kebijakan.

Masyarakat disini merupakan hal yang penting karena masyarakat

merupakan suatu kelompok yang terkena kebijakan yang ada pada Raperda
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Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan.Oleh sebab itu, materi muatan
yangdicantumkan dalam Perda sesuai dengan kondisi permasalahan di
dalammasyarakat dan menampung kondisi lokal yang merupakan ciri
kekhususandaerah dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undanganyang lebih tinggi.Salah satu kewenangan Pemerintah Daerah dalam
pembentukan peraturandaerah yaitu mengenai masalah pendidikan. Sesuai Pasal 1
ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasionalmenyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana
untukmewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta
didiksecara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan
spiritualkeagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
sertaketerampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Dalam hal implementasi penyelenggaraan pendidikan di Provinsi
Kalimantan Utara Penetapan Peraturan Daerah tentang pendidikan memiliki
implikasi terkait kelembagaan pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari
penetapan Peraturan Daerah ini, perlu dilakukan penyusunan dan penetapan
peraturan Pemerintah Daerah sebagai landasan operasionalisasi sebagaimana
diamanahkan. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan
sebagai fasilitator dalam penerapan peraturan sistem pendidikan. Sementara itu
pengawasan langsungsecara teknis akan dilakukan oleh SKPD yang membidangi
urusan tersebut, serta dapat membangun koordinasi dengan DPRD, dan lembaga

pengawasan lainnya dalam bidang pendidikan.
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e. Evaluasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses perumusan
Rancangan Peraturan Daerah Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi
Kalimantan Utara pada tahap evaluasi kebijakan belum dapat dilihat dampak dan
keseuaian antara hasil penilaian kebijakan dengan tujuan perumusan Rancangan
Peraturan Daerah dikarenakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peningkatan
Mutu Pendidikan belum diimplementasikan di lingkup Provinsi Kalimantan Utara.

Menurut William Dunn (Winamo:2002) menyebutkan, dalam pembuatan
kebijakan publik pada tahap evaluasi, kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai
atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu
memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih
dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, maka ditentukan ukuran-ukuran atau
kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah
meraih dampak yang diinginkan.

Pada tahap evaluasi kebijakan Dunn menyatakan bahwa tahap ini tidak
hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah
diselesaikan namun juga memberikan klarifikasi sekaligus kritik bagi nilai-nilai
yang mendasari kebijakan, serta membantu penyesuaian dan perumusan kembali
masalah. Dalam hal ini evaluasi juga memberikan feedback bagi perumusan
masalah, sehingga model Dunn ini juga mengkompromikan model yang diusulkan

pertama kali oleh Easton.
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Dalam sistem pendidikan nasional, masyarakat dianggap sebagai pihak
yang ikut serta dalam menentukan pelaksanaan pendidikan. Masyarakat adalah
sumber inspirasi dan masyarakat juga sebagai pendukung serta sumber dana diluar
dana dari pemerintah bagi penyelenggaraan pendidikan, dengan demikian
masyarakat adalah stakeholder dari sistem pendidikan. Salah satu ukuran
kemajuan daerah dapat dilihat dari perkembangan pendidikannya, sehubungan
dengan hal tersebut pendidikan di Kalimantan Utara dapat dikatakan dalam tahap
pengembangan, hal ini terkait isu perbatasan yang mana pendidikan di daerah
tersebut masih kurang dalam hal jumlah sarana pendidikan dan tenaga
kependidikan.

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang
menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi,
implementasi dan dampak. Dalam hal ini , evaluasi dipandang sebagai suatu
kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap
akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan
demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalh-masalah
kebijakan, program-program yang diﬁsulkan untuk menyelesaikan masalah

kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
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2. Faktor yang mempengaruhi dalam proses perumusan kebijakan
pembentukan peraturan daerah peningkatan mutu pendidikan di Provinsi
Kalimantan Utara

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses perumusan
kebijakan Rancangan Peraturan daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di
Provinsi Kalimantan Utara adalah murni merupakan aspirasi dari masyarakat yang
dibahas bersama oleh anggota DPRD.Tidak jarang pembuat kebijakan harus
memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari
luar.

Sementara itu Weimer dan Vining menyatakan bahwa keberhasilan suatu
kebijakan publik amat dipengaruhi oleh tiga faktor: What factors influence the
likelihood of successful implementation? A large literature attempts to answer this
question. We consider three general factors that have been the focus of much of
this literature : the logic of the policy, the nature of the cooperation it requires,
and the availability of skillful and committed people to manage its implementation.

Pernyataan di atas secara tegas menunjukkan bahwa factor policy content
yang logis dan rasional, kerjasama dan dukungan stakeholders dalam
melaksanakan kebijakan, dan sumber daya manusia yang terampil dan punya
komitmen dalam melaksanakan kebijakan merupakan faktor yang amat
menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik.

b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses perumusan

kebijakan Rancangan Peraturan daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di
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Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan hanya saja terkadang kebiasan lama dalam merumuskan
kebijakan terdahulu juga ikut serta.

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro
disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga
saat ini belum professional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti
kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang
berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu
diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti,
terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

Nugraha mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi
kebijakan publik, yaitu (1) aktivitas implementasi dan komuniksi antar organisasi,
(2) karakteristik dari agen pelaksana (3) kondisi ekonomi, sosial, dan politik, (4)
kecenderungan (deposition) dari pelaksana. Lebih lanjut Nugraha menyatakan
bahwa disamping keempat faktor tersebut terdapat pula faktor-faktor di luar
kebijakan publik yang berpengaruh terhadap implementasi, yaitu: (a) indikator
kondisi sosio-ekonomi-teknologi, (b) dukungan publik, (c) sikap dan sumberdaya
dari konstituen, (d) dukungan pejabat yang lebih tinggi, (¢) komitmen dan kualitas
kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam proses perumusan

kebijakan Rancangan Peraturan daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di
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Provinsi Kalimantan Utara adalah murni merupakan aspirasi dari masyarakat yang
dibahas bersama oleh anggota DPRD.

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat
keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi
merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

Dalam sistem pendidikan nasional, masyarakat dianggap sebagai pihak
yang ikut serta dalam menentukan pelaksanaan pendidikan. Masyarakat adalah
sumber inspirasi dan masyarakat juga sebagai pendukung serta sumber dana diluar
dana dari pemerintah bagi penyelenggaraan pendidikan, dengan demikian
masyarakat adalah stakeholder dari sistem pendidikan. Salah satu ukuran
kemajuan daerah dapat dilihat dari perkembangan pendidikannya, sehubungan
dengan hal tersebut pendidikan di Kalimantan Utara dapat dikatakan dalam tahap
pengembangan, hal im terkait isu perbatasan yang mana pendidikan di daerah
tersebut masih kurang dalam hal jumlah sarana pendidikan dan tenaga
kependidikan.

Mewujudkan pendidikan yang bermutu di Kalimantan Utara yaitu
pengelolaan pendidkan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota, satuan pendidikan pada jalur formal dan non formal serta
masyarakat ikut dilibatkan. Pengelolaan tersebut adalah seperti akses masyarakat
atas pelayanan pendidikan seperti ketersediaan saran pendidikan, pemerataan
satuan pendidikan di semua jenis dan jenjang pendidikan serta efektifitas, efisiensi
dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang bermutu. Pemerintah daerah

mengarahkan, membina, membimbing, mengkoordinasikan, mensinkronisasi,
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mensupervisi, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan satuan pendidikan
sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang
pendidikan dalam rangka pengelolaan sistem pendidikan nasional. Pemerintah
daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan formal, informal dan
non formal.

d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara penelitian
disimpulkan bahwa dalam proses perumusan kebijakan Rancangan Peraturan
daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara
dipengaruhi oleh kelompok luar karena mengingat Raperda Peningkatan Mutu
Pendidikan ini mencakup keseluruhan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara
sehingga masyarakat yang berharap banyak dalam hal mutu pendidikan yang baik.
Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat
kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

Dwiyanto yang lebih menitikberatkan pada faktor internal, menyatakan
adanya beberapa faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan
publik, antara lain: (1) budaya birokrasi, (2) etika pelayanan, (3) kewenangan
diskresi, dan (4) sistem insentif. Uraian diatas menyimpulkan bahwa, keberhasilan
pelaskaan suatu kebijakan publik amat bergantung pada (1) sumberdaya organisasi
(manusia, finansial, sarana), (2) kemampuan manajemen pelaksana, dan (3)

dukungan lingkungan kebijakan, baik segi politik, sosial, ekonomi dan keamanan.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pada bab hasil dan pembahasan, maka dapat
disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam menganalisis tahap-tahap formulasi kebijakan, peneliti menggunakan
proses formulasi kebijakan yang dikemukakan Anderson. Beberapa tahap
dalam proses formulasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Utara Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan sebagai berikut:

a. Formulasi Masalah

Proses perumusan kebijakan Rancangan Peraturan Daerah Peningkatan
Mutu Pendidikan melalui formulasi masalah yang kompleks yaitu untuk
memecahkan masalah pendidikan pada masyarakat di Provinsi Kalimantan
Utara dan merupakan salah satu yang menjadi perhatian serius Pemerintah
Provinsi Kalimantan Utara. Mutu pendidikan merupakan salah satu masalah
yang substantif dalam sistem pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara.
b. Formulasi Kebijakan

Proses perumusan kebijakan pada tahap formulasi kebijakan DPRD telah
membuat Naskah Akademik Tentang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara
substansi yang mendasari muatan pengaturan dalam Rancangan Peraturan
Daerah tentang Pendidikan serta sebagai dokumen penunjang dalam proses
legislasi di DPRD. Akan tetapi, DPRD belum melibatkan instansi terkait dalam
proses perumusan atau formulasi kebijakan tentang pendidikan di Provinsi

Kalimantan Utara.
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c. Penentuan Kebijakan

Proses perumusan Rancangan Peraturan daerah Peningkatan Mutu
Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahap penentuan kebijakan
cukup optimal yaitu berdasarkan Naskah Akademik yang disusun telah dibuat
Draft Final yang menunggu pengesahan dari pejabat yang berwenang dan dalam
Raperda Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan sudah memuat landasan
yuridis, sosiologis dan filosofis. Hanya saja dalam proses penetapan kebijakan
Rancangan Peraturan Daerah ini perlu optimalisasi dengan memperhatikan
syarat dalam penyusunan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
Undangan yang berlaku.
d. Implementasi Kebijakan

Proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Peningkatan Mutu
Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahap implentasi kebijakan
belum terlaksana dikarenakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Peningkatn Mutu Pendidikan masih dalam tahap atau proses pengesahan
dengan pihak yang berwenang mengesahkan Raperda menjadi sebuah Peraturan
Daerah.
e. Evaluasi Kebijakan

Proses perumusan Rancangan Peraturan Daerah Peningkatan Mutu
Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahap evaluasi kebijakan belum
dapat dilihat dampak dan keseuaian antara hasil penilaian kebijakan dengan
tujuan perumusan Rancangan Peraturan Daerah dikarenakan Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan belum

diimplementasikan di lingkup Provinsi Kalimantan Utara.
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2. Faktor yang mempengaruhi dalam proses perumusan kebijakan pembentukan
peraturan daerah peningkatan mutu pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara
sebagai berikut:

a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Dalam proses perumusan kebijakan Rancangan Peraturan daerah Tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara adalah murni
merupakan aspirasi dari masyarakat yang dibahas bersama oleh anggota DPRD.
b. Adanya pengaruh kebiasaan lama

Dalam proses perumusan kebijakan Rancangan Peraturan daerah Tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hanya saja terkadang
kebiasan lama dalam merumuskan kebijakan terdahulu juga ikut serta.

c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi.

Dalam proses perumusan kebijakan Rancangan Peraturan daerah Tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara adalah murni
merupakan aspirasi dari masyarakat yang dibahas bersama oleh anggota DPRD.
d. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Dalam proses perumusan kebijakan Rancangan Peraturan daerah Tentang
Peningkatan Mutu Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara dipengaruhi oleh
kelompok luar karena mengingat Raperda Peningkatan Mutu Pendidikan ini
mencakup keseluruhan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara sehingga
masyarakat yang berharapa banyak dalam hal mutu pendidikan yang baik.

Tidak jarang pembuat kebijakan barus memenuhi.
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B. SARAN

1. Dalam pembuatan suatu Peraturan Daerah harus memperhatikan Naskah
Akademisnya dengan melibatkan stakeholders dan semua pihak yang
memiliki kepentingan terkait.

2. Materi Raperda Peningkatan Mutu Pendidikan harus disesuaikan dengan
kondisi wilayah Kalimantan Utara sebagai daerah operasional baru dengan
memperhatikan semua unsur baik yang ada di daerah perkotaan, pedesaan,
pedalaman dan perbatasan.

3. Dalam proses perumusan kebijakan publik dengan temuan belum
melibatkan aktor-aktor informal atau LSM maka sebaiknya dalam setiap
perumusan kebijakan aktif melibatkan pihak-pihak terkait sehingga tidak
membutuhkan waktu yang lama dalam pengesahan Raperda menjadi sebuah
Perda

4. Menganalisis semua factor-faktor yang bisa menjadi penghambat dalam
proses perumusan kebijakan Rancangan Peraturan Daerah Peningkatan
Mutu Pendidikan

5. Mempefhatikan kesesuaian antara naskah akademik Pendidikan dengan
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan di

Provinsi Kalimantan Utara
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Prof. Dr. H. Rahardjo Adisasmita, M.Ec, Analisis Kebijakan Publik, Graha llmu
Dr.Agustinus Subarsono, M.Si, MA, Kebijakan Publik dan Pemerintahan
kolaboratif isu-isu Kontemporer, (center for policy & Management studies, Fisipol
UGM, Penerbit Gava Media.

Djajal,Fasli dan Dedi Supriadi eds, Reformasi Pendidikan Dalam Kontes Otonomi
Daerah, Jakarta Adi Cita, 2001

Moekijat, 1995, Analisis Kebijakan Publik, Bandung Mandar Maju

Meleong, Lexi J, 2004, Metodelogi Gabungan Kuantitatif kualitatif dan Analisi

Data, Jakarta, Fakultas Kesehatan masyarakat, Universitas Indonesia 2004
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Suwiti, Sri. 2008. Jejaring Kebijakan Dalam Perumusan Kebijakan Publik
Suatu Kajian Tentang Perumusan kebijakan Penanggulangan Banjir dan
ROB Pemerintah Kota Semarang. Jurnal Delegasi, Jurnal Ilmu
Administrasi, STIA Banjarmasin, Vol. VI No. 3, Terakreditasi
KepDirjenDikti No. 56/DIKTIYKEP/2005)

Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2003, Kebijakan Publik untuk Pemimpin Berwawasan
Internasional, Yogyarta: balairuang.

Peraturan Perundang-undangan

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

4. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Inisatif DPRD )
tentang Peningkatan Mutu Pendidikan

5. Naskah Akdemik tentang pendidikan
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KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2015
TENTANG

PERPANJANGAN KEDUA
MASA TUGAS PANITIA KHUSUS I DAN PANITIA KHUSUS 11
ATAS PEMBAHASAN 8 (DELAPAN)
DARI 9 (SEMBILAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Menimbang . a. bahwa untuk pendalaman materi, Panitia Khusus [ dan
Panitia Khusus Il atas pembahasan 8 (Delapanj
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara,
mengalami perpanjangan pertama masa tugas;

b. bahwa perpanjangan Kedua masa tugas sebagaimana
dimaksud pada huruf a, diatas, ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Kalimantan Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851};

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286});

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2004,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
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4, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten22fdgdf
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801} sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5362);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5568};

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana terakhir
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567Gj;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
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tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimp2apdf
dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata
Tertib DPRD  {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5104);

13. Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 1
Tahun 2015 Tentang Tata Tertib DPRD Provinsi
Kalimantan Utara;

Memperhatikan : 1. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Utara
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perpanjangan Pertama
Masa Tugas Panitia Khusus | dan Panitia Khusus Il Atas
Pembahasan 9 (Sembilan} Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara, Tanggal 17 Desember 2015;

2. Rapat Panitia Khusus [ dan Il DPRD Provinsi Kalimantan
Utara tanggal 28 Desember 2015;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
Perpanjangan Kedua Masa Tugas Panitia Khusus 1 Dan
Panitia Khusus {I Atas 8 (Delapan) Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Utara tentang :
1. Pembentukan Perda;
2. Perlindungan Anak;
3. Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara;
4. Perlindungan Dan Kesejahteraan Nelayan Kalimantan
Utara;
5. Pajak Daerah;
6. Retribusi Pemakaian Kekayvaan Daerah;
7. Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara;
8. Pelayanan Prima Kesehatan Masvarakat.
KEDUA :  Masa Tugas Panitia Khusus | dan Panitia Khusus H yang

semula bertugas dari tanggal 14 September 2015 s/d 18
Desember 2015 menjadi 30 (Tiga Puluh) hari yaitu sampai
dengan 10 Februari 2016.
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KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, de#g@spdf

ketentuan bilamana terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 28 Desember 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINS] KALIMANTAN UTARA

KETUA, WAKIL KETUA,

MARTEN SABLON, SH. H. ABD. DJALIL FATAH, SH. MM

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta

2. Pj. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor

3. Inspektur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor

4. Kepala Kantor Kesbang dan Polinmas Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor

5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung
Selor

6. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

7. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

8. Panitia Khusus [ dan [1 DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor

9. Arsip.
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TANJUNG SELOR 77212 42254.pdf
Tanjung Selor, 14 April 2016
Nomor :716/094/DPRD/2015
Lampiran : 5 (Lima) Berkas Kepada :
Sifat : Penting Yth. Gubernur Kalimantan Utara
Hal : Penyampaian 5 (Lima) di-
Raperda Inisiatif DPRD Tanjung Selor

Provinsi Kaltara

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah Pasal 39 dan menindaklanjuti hasil Rapat
Paripurna ke - 7 Masa Persidangan I Tahun 2016 tanggal 19
Februari 2016, maka bersama ini disampaikan Rancangan
Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara sebanyak 5 (lima} buah Raperda Provinsi
Kalimantan Utara untuk dilakukan Pembahasan, Harmonisasi &
Pembulatan, sebagai berikut:

1. Raperda tentang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak
dari Kekerasan;

2. Raperda tentang Perindungan Nelayan, Pembudidaya lkan,
Pengolahan dan Pemasaran di Provinsi Kalimantan Utara;

3. Raperda tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum
Daerah dan Produk Hukum Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

4. Raperda tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi
Kalimantan Utara;

5. Raperda tentang Pelayanan Prima Kesehatan Masyarakat.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut dan
terima kasih.

Ketua,

Tembusan , Yth:

1.
2.

3.
4.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Asisten I Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung
Selor;

Inspektur Wilayah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung
Selor;

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

KESZ'E‘Z{ Fée{FSStﬁ'éaSSHE%?{S S etatiat Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
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PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 19 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN 2 (DUA) PANITIA KHUSUS DAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBAHASAN 9 (SEMBILAN) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Utara atas inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan
Utara yaitu :

1. Raperda Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan
Provinsi Kalimantan Utara;

2. Raperda Tentang Pelayanan Prima Kesehatan
Masyarakat;

3. Raperda Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan
Nelayan Kalimantan Utara;

4. Raperda Tentang Perlindungan Anak;

5. Raperda Tentang Pembentukan Perda.

Dan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Utara atas usulan Pemerintah Daerah
Provinsi Kalimantan Utara yaitu :

1. Raperda Tentang Pajak Daerah;

2. Raperda Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah;

3. Raperda Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

4. Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun
2005 ~ 2025.

telah disampaikan lewat Nota Penjelasan dalam Rapat

Koleksi Perpustakaan Universitas eafipurna Ke- 23 Masa Persidangan III Tahun 2015;



42254.pdf
Memperhatikan: 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kalimantan Utara Nomor 1 tahun 2015 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Kalimantan Utara;

2. Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Utara Nomor 2
/DPRD/IV/2015 tentang Pembentukan Susunan
Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah
Provinsi DPRD Provinsi Kalimantan Utara;

3. Nota Penjelasan Inisiatif DPRD atas Penyampaian 5
(lima) Raperda Provinsi Kalimantan Utara dan Nota
Penjelasan Usulan Pemerintah Daerah atas 4 (empat)
Raperda Provinsi Kalimantan Utara yang disampaikan
dalam Rapat Paripurna Ke- 23 Masa Persidangan I
Tahun 2015 tanggal 8 September 2015;

4. Pemandangan Umum Anggota Dewan lewat Fraksi-fraksi
terhadap 4 {empat) Raperda Provinsi Kalimantan Utara
dan Tanggapan Pemerintah Daerah terhadap 5 (lima)
Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang
disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke- 24 Masa
Persidangan Il Tahun 2015 tanggal 10 September 2015;

5. Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-
Fraksi DPRD atas Usulan Raperda Pemerintah dan
Jawaban Fraksi terhadap Tanggapan Pemerintah atas
Raperda Inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna Ke- 25
Masa Persidangan III Tahun 2015;

6. Rapat Komisi-komisi atas Usulan Keanggotaan 2 Pansus
dan Kelompok Kerja Pembahasan 9 (sembilan) Raperda
Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 10 September 2015.

7. Rapat Unsur Pimpinan dan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi
Kalimantan Utara, Pembentukan 2 (duaj Panitia Khusus
dan Kelompok Kerja Pembahasan 9 (sembilan) Raperda
Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 10 September 2015.

8. Rapat Unsur Pimpinan, Fraksi-fraksi dan Komisi-komisi
DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Pembentukan 2 (dua)
Panitia Khusus dan Kelompok Kerja Pembahasan 9
(sembilan) Raperda Provinsi Kalimantan Utara, tanggal
14 September 2015.
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Menetapkan :

KESATU : PEMBENTUKAN 2 (DUA) PANITIA KHUSUS DAN KELOMP(
KERJA (POKJA} PEMBAHASAN 9 (SEMBILAN) RANCANG:
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA;

KEDUA : Susunan Keanggotaan 2 (dua) Panitia Khusus dan Panitia

Kerja (Pokja) tercantum sebagai berikut :

Koordinator : Marten Sablon, SH.
Koordinator : H. Abd. Djalil Fatah, SH.

PANITIA KHUSUS I :

Ketua : Drs. H. Rakhmat Majid Gani
Wakil Ketua : Norhayati Andris
Sekretaris : Kosmas Kajan, SS.

Wakil Sekretaris : Hirsa Genta Wijaya

Anggota : 1. Jhonny Laing Impang, M.Si
2. H. Abdul Khair
3. Hermanus, S.Sos
4. Herman, S.Pi

5. Ambo Intang, S.Pdi

6. H. M. Arsyad Thalib, SE, M.Si

7. Andi M. Akbar MD. SE, MM

8. Hj. Siti Laela

9. H. Datu Yasir Arafat

10. H. Rustam Kombong

11. Rahman Padengka, SE

12. Listiani

Pokija 1
Ketua . H. Abdul Khair

Wakil Ketua : Hermanus, S.Sos

Sekretaris :  Ambo Intang, S.Pdi

Anggota : 1. H. M. Arsyad Thalib, SE, M.Si
2. Norhayati Andris
3. Listiani
4. H. Rustam Kombong

Membahas Raperda :

1. Raperda Tentang Pembentukan Perda.

2. Raperda Tentang Perlindungan Anak.

3. Raperda Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
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Sekretaris : Kosmas Kajan, SS.

Anggota Hj. Siti Laela

Hirsa Genta Wijaya

Andi M. Akbar MD. SE, MM

H. Datu Yasir Arafat

Rahman Padengka, SE

Herman, S.Pi

QAN

Membahas Raperda :

1. Raperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2005 - 2025.

2. Raperda Tentang Perlindungan Dan Kesejahteraan
Nelayan Kalimantan Utara.

PANITIA KHUSUS II :

Ketua : Marwansyah, S.Sos.
Wakil Ketua : Muhammad Iskandar, HS.
Sekretaris . Komarudin, S.Kom.
Pokja 1
Ketua . Andi Zakariah, ST.
Sekretaris : Masitah, S.Sos
Anggota 1. Drs. Zeth Tinting Rantesalu
2. Obed Bahwan
3. Asnawi Arbain, M.Hum
4. H. AR. Rasyid
5. Siti Jumilah Sri
6. Ir. KH. Ahmad Abdullah, M.Pd
7. Ibnu Saud IS, S.Pdi

Membahas Raperda :
1. Raperda Tentang Pajak Daerah.
2. Raperda Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah.

Pokja 2

Ketua : Asnawi Arbain, M.Hum
Sekretaris : H. AR. Rasyid

Anggota : 1. Ir. KH. Ahmad Abdullah, M.Pd

Siti Jumilah Sri

Ibnu Saud IS, S.Pdi

Andi Zakariah, ST.
Masitah, S.Sos

Drs. Zeth Tinting Rantesalu
Obed Bahwan

No ks

Membahas Raperda :
Koleksi Perpustakaan Universitas tgrbulga nerda Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Provinsi
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KETIGA :  Tugas-tugas 2 Panitia Khusus dan Pokja sebagai berikut :

b. Meneliti dan membahas Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Utara;

c. Melakukan Tahapan Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah sesuai dengan mekanisme yang telah diatur
dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;

d. Melaksanakan Konsultasi Publik kedalam maupun luar
daerah Provinsi Kalimantan Utara untuk mendapatkan
masukan/saran dan pendapat guna Lkesempurnaan
Raperda dimaksud;

e. Mengadakan studi banding sebagai bahan perbandingan
dalam membahas Raperda ini;

f. Menyimpulkan, melaporkan hasil kerja 2 (dua) Panitia
Khusus kepada Pimpinan Dewan secara tertulis dalam
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

KEEMPAT : Jadwal waktu bagi 2 (dua) Panitia Khusus dan Pokja untuk
melaksanakan tugasnya berpedoman pada Jadwal Kegiatan
DPRD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015.

KELIMA : Tugas Panitia Khusus dan Pokja dinyatakan selesai oleh
Pimpinan DPRD apabila keseluruhan dan/atau sebagian
Rancangan Peraturan Daerah ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Anggaran 2015.
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KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapk4sr’ "™

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 14 September 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ABD/DJALIL FATAH, SH.

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1
2
3.
4.
5
6

Pj. Gukernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor.

Ketua Baperda DPRD Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.
Inspektur Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Tanjung Selor.
Kepala Biro Bagian Hukum di Tanjung Selor.

Anggota DPRD yang bersangkutan.
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WAWANCARA
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN
Tempat DPRD Provinsi Kalimantan Utara

P. Apa masalah yang bapak/ibu temukan mengenai sistem pendidikan di provinsi Kalimantan
Utara?

N. bahwa masalah yang ditemukan dalam sistem pendidikan di provinsi Kalimantan
utara ini adalah Masalah internal yaitu yang biasa dilihat dan berhubungan dengan
strategi pembelajaran, peran guru, kurukulum, sistem kelembagaan, sarana dan prasarana,
manajemen, anggaran oprisional.dimana Komponen yang penting adalah profesionalime
guru dan di era golabisasi ini masih banyak masyarakat di provinsi Kalimantan utara yang
kurang memperhatikan masalah pendidikan ini

P . Apa yang membuat peningkatan mutu pendidikan menjadi masalah kebijakan?

N. masalah peningkatan mutu pendidikan di provinsi Kaltara memang sangat komplek dan
rumit karena dengan baru terbentuknya kaltara maka sebagian kewenangan pendidikan
menjadi tanggungjawab provinsi sedangkan dinas pendidikan provinsi juga baru seumur
jagung.karena mutu pendidikan merupakan cerminan dari sebuah mutu bangsa. manakala
mutu pendidikannya bagus , maka bagus pula kualitas putra putri daerah untuk itu
seyogyanya masalah mutu pendidikan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah sebagai
pembuat kebijakan.

Wawancara 2
P. Menurut Bapak apa yang membuat mutu pendidikan bias menjadi masalah kebijakan

N. dalam membuat suatu kebijakan terutama Raperda itu boleh berasal dart DPRD maupun
Eksekutif (SKPD) tapi dengan memperhatikan ataupun melihat suatu sekala pioritas yang
dilihat oleh DPRD Provinsi sehingga menurut merka periu diberikan perhatian yang lebih
terhadap Raperda ini.

P. Bagaimana masalah peningkatan mutu pendidikan tersebut dapat masuk dalam agenda
pemerintah?

N. pendidikan merupakan komponen utama dalam menentukan tingkat kemajuan suatu
daerah, sekarang ini belum teroptimalkannya dan dimanfaatkanya fungsi pendidikan
sehingga Anggota DPRD mempunyai inisatif untuk membuat Perda mengenai peningkatan
mutu ini.

P. Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan
masalah peningkatan mutu pendidikan di provinsi Kalimantan Utara?
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sebenarnya semua instansi terkait dengan Raperda ini harus duduk bersama agar dapat
merumuskan dan mencari solusi dari permasalahan ini, Jika saja semua pengambil
keputusan atau pembuat kebijakan biasa sama-sama duduk dalam satu meja maka masalah
ini dapat dipecahkan, Contoh dengan melakukan Inovasi pembelajaran dimana seorang
guru terlebih dahulu mengetahui kondisi awal siswanya, dan harus memperbaiki
satandarisasi pendidikan yang kurang tepat yaitu standard dan kompetensi dalam
pendidikan, Contoh Kongkrit standar pendidikan menggunakan tolok ukur UN pada
dasarnya tujuan utamanya baik tapi kenyataannya hanya sebagai standar penentuan
kelulusan solusinya pihak yang mengetahui kemampuan peserta didiknya secara
keseluruhan adalah guru solusi alternative adalah dengan menerapkan pendidikan
karakter.mungkin Alternative lain biasa juga bias dengan Sistem pamong ( pendidikan
oleh masyarakat,orang tua dan guru) sistem ini dirintis di solo dan ini bias kita contoh.

Menurut bapak Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan rancangan
peraturan daerah peningkatan mutu pendidikan?

Sebenarnya yang terlibat harus dari instansi terkait seperti dinas pendidikan,].SM,
masyarakat tenaga ahli dari lembaga-lembaga pendidikan selain bagian hukum dan DPRD
Provinsi semuanya harus terlibat dalam formulasi kebijakan Raperda peningkatan mutu
pendidikan tapi kenyataanya saat raperda ini diserahkan kepemerintah oleh DPRD semua
unsur tersebut tidak begitu terlibat.

Tempat Biro Hukum

P.

N.

Bagaimana alternatif rancangan peraturan daerah tentang sistem pendidikan?

sebenarnya alternative rancangan peraturan daerah tentang sistem pendidikan biasa
memperkuat pendidikan berbasis karakteristik daerah sebagai tindak lanjut pelimpahan
kewenangan penyelenggaraan pendidikan dari pusat ke daerah. Sehingga kita mempunyai
dasar hukum untuk menyelenggarakan pendidikan di daerah dengan sebaik-baiknya. Kalau
tanpa ini, nanti tidak legal (ilegal) dalam melakukan pengaturan , Perda Penyelenggaraan
Pendidikan ini sesuai dengan semangat desentralisasi pendidikan yang tertuang dalam UU
23/2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Sisdiknas) dan PP 17/2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. itu
hanya berisikan pengaturan secara umum yang perlu ditindaklanjuti daerah. "Rinciannya
harus diatur daerah sesuai karakteristiknya masing-masing," katanya. Hal ini biasanya bisa
masuk dalam mata pelajaran Muatan Lokal (Mulok) yang diajarkan satuan pendidikan
merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi anak didik sesuai
dengan karakeristik, potensi dan keunggulan daerah masing-masing. Terkait materi Mulok
tersebut, tidak bisa disatukan atau dikelompokkan dengan mata pelajaran yang telah
ditetapkan secara nasional, karena setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.
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P. Dan menurut bapak Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi dalam
membuat rancangan perda peningkatan mutu pendidikan?

N. seharusnya untuk membuat suatu Raperda harus memenuhi ketentuan yang sesuai
dengan ketentuan permendagri nomor 80 tahun 2015 yaitu

v' Materi atau subtansi tidak boleh bertantangan dengan peraturan yang lebih
tinggi dan kepentingan umum

v" Raperda harus dilengkapi Naskah Akdemik/keterangan teknis

v' Mempersiapkan Penyusunan draf awal / nol

v' Harus memuat 3 landasan yaitu filasofis, sosiologis dan yuridis

v Kejelasan tujuan

v" Kessuaian antara jenis dan materi muatan

v' Kejelasan rumusan

v' Disamping itu materi muatan perda harus mengandung asas-asas
pengayoman, kemanusiaan,kebangsaan, kekeluargaan, keadilan,kesamaan
dalam hukum, ketertiban dan kepastian hukum dan kesimbangan, kesrasian
dan keselarasan.

Wawancara 3
Tempat Biro Hukum

P. Siapa yang akan melaksanakan kebijakan peraturan daerah peningkatan mutu pendidikan?

N. ya yang akan melaksanakan kebijakan tersebut adalah pemerintah daerah, Dinas
pendidikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Kalimantan Utara kalau ada.

P. Menurut bapak Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan perda ini?

N. Terdapat tiga perencanaan strategis yang berkaitan dengan peningkatan mutu sekolah,
yaitu strategi yang menekankan pada hasil (the output oriented strategy), strategi yang
menekankan pada proses ( the process oriented strategy), dan strategi komprehensif (the

comprehensive strategy);

> memperkuat kurikulum yaitu instrument pendidikan
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> Memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pendidikan
» Memperkuat kapasitas manajemen sekolah
» Memperkuat sumber daya tenaga kependidikan
» Perbaikan yang berkesnimbungan
P. Apaisi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

N. Isi kebijakan yang telah ditetapkan adalah tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan dan salah satunya berupa peningkatan mutu pendidikan dan Memperbaiki
sarana dan prasarana dalam mengajar

P. Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini ?

N. ya yang terlibat dalam implementasi kebijakan adalah Gubernur, DPRD dan Dinas
pendidikan dan jajarannya, oleh karena itu merekalah yang paling bertanggungjawab
terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerahnya.meskipun tidak selamanya demikian
karena dalam pelaksanaanya tidak sedikit penyimpangan dan salah penafsiran terhadap
kebijakan yang digulirkan sehingga menimbulkan berbagai kerancuan.

P. Menurut bapak Bagaimanakah tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur?

N. Tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan dapat diukur apabila suatu kebijakan
tersebut dalam implementasinya berhasil dilaksanakan dan mutu pendidikan yang ada
diprovinsi Kalimantan utara semakin baik

P. Kira-kira Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi kebijakan?
Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?

N. Seharusnya yang mengevaluasi kebijakan ini dilakukan bersama-sama antara
pemerintah daerah dengan DPRD provinsi yang dilaksanakan oleh dinas pendidikan
yang secara langsung menerapakan kebijakan ini. Dan emang sebaiknya apabila
kebijakan ini tidak dapat dilaksankan lebih baik melakukan perubahan karena untuk
melakukan pencabutan suatu kebijakan hanya dapat dilakukan apabila bertentang
dengan ketentuan yang berlaku serta adanya kerugian terhadap kepentingan umum.
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WAWANCARA
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUMUSAN KEBIJAKAN
Tempat DRPD PROVINSI dan BIRO HUKUM

P. Apakah ada pengaruh tekanan-tekanan dari luar dalam perumusan kebijakan perda
peningkatan mutu pendidikan?

N1. tidak ada pengaruh ataupun tekanan dari luar dalam perumusan kebijakan ini murni karena
asperasi dari DPRD yang melihat perkembangan pendidikan di provinsi Kalimantan utara.

N2. Ya™ mungkin saja tidak ada pengaruh tekan dari luar dalam perumusan kebijakan ini
hanya merupakan inisatif dari DPRD yang menginginkan kemajuan pendidikan yang ada
di provinsi Kalimantan utara ini semakin baik namun yang perlu diperhatikan adalah kajian
terhadap raperda ini jangan sampai muatan isinya belum sesuai karena kalau saya melihat
raperda ini belum begitu mengakomodir kepentingan dan asperiasi dari masyarakat,kita
harus betul-betul melihat dan mengkaji bersama-sama lagi raperda ini.

P. Bagaimana pengaruh kebiasaan lama dalam merumuskan perda peningkatan mutu
pendidikan?

N. tidak ada, bahwa semua perosedur dalam penyusunan dan perumusan perda peningkatan
ini sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yaitu berpedoman pada uu nomor 12
tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

N2. Ya sebenarnya pengaruh kebiasaan lama dalam merumuskan satu kebijakan itu sudah biasa
manakala mereka sampai pada tahap jenuh dan mandeg yang cenderung sulit mencari
jalan keluarnya. tapi kebiasaan lama tetap juga menjadi referensi pengambil kebijakan
termasuk perumusan perda peningkatan mutu pendidikan apalagi kebijakan sebelumnya
dipandang sudah memuaskan sehingga cenderung untuk dikuti.

P. apakah sifat-sifat pribadi berpengaruh dalam perumusan perda im?

N1. sifat-sifat pribadi tidak berpengaruh dalam perumusan perda ini, Raperda peningkatan mutu
pendidikan perlu dilakukan agar putra putri daerah terutama di Kalimantan Utara ini biasa
mendapatkan pendidikan yang bagus dan menghasilkan generasi yang berkualitas bukan
saatnya harus memikirkan kepentingan pribadi tapi kepentingan daerah. didalam proses
kebijakan anggota fraksi maupun panitia khusus pasti memilki nilai-nilai dari dalam diri
mereka misalkan sajja nilai-nilai yang berorentasi pada kepentingan rakyat maupun nilai
lainnya yang akan mempengaruhi sesorang dalam menetapkan maupun memilih kebijakan
publik.
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N2. Ya untuk Raperda ini maupun Raperda-Raperda lainnya baik dari Eksekutif maupun dari
Legislatif (DPRD) mengatakan bahwa nilai- nilai yang ada didalam diri seseorang akan
berpengaruh didalam pengambilan keputusan akan tetapi seharusnya dengan tidak
mengsampingkan kepentingan public, karena tujuan utama perda ini adalah untuk
memenuhi dan melayani public.

P. Apakah ada pengaruh dari kelompok [uar dalam perumusan perda ini?

N1 “Ya adalah karena banyak orang-orang menginginkan agar mutu pendidikan yang ada di
provinsi Kalimantan Utara ini menjadi lebih baik dan dapat dijadikan percontohan bagi
daerah daerah lain karena kita hidup dilingkungan social yang mana sudah biasa dilihat
pengalaman dari orang-orang sebelumnya terutama yang akan melaksankan kebijakan ini
nanti.

N2. Kabag Hukum (Arman Jauhar,S.H) mengatakan bahwa pihak luar memang sangat
berpengaruh dalam perumusan perda ini maupun perda-perda lainnya karena kelompok
luarlah yang sangat dominan karena paling tidak yang akan terpengaruh dengan perda ini
nantinya contoh saja saat perda ini di sosialisasi public pasti akan ada masukan- masukan
dari kelompok luar terutama kelompok yang terkait dengan Raperda ini.

P. bagaimana pengaruh keadaan masa lalu dalam merumuskan kebijakan ini?

N1. menurut Kabag Hukum Setda mengatakan  menurut saya sih pengaruh keadaan masa lalu
tidak terlalu dominan mempengaruhi karena jika dikaitkan dengan keweanagan, hal ini bias
saja ada kewenangan yang tidak mengatur secara jelas didalam peraturan yang lebih tinggi
maka kita didaerah didalam perda boleh saja mengatur hal tersebut mengingat apabila
dialihkan misalnya akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaanya sehingga apa
yang sudah ditetapkan sebelumnya masih tetap diakomodir didalam penyusunan perda yang
sekarang, mungkin kaitnya seperti perda retribusi karena sebelumnya sudah ditetapkan
tarifnya tetapi seiring waktu tariff tersebut tidak mengalami kenaikan dengan pertimbangan
eknomi masyarakat masih rendah, fasilitas yang tersedia belum ada perbaikan dan
sebagainya, kemudian dalam hal perijinan untuk menghindari pungli misalnya biasa
kewenangan itu dijalankan saja kewenangan itu tetap dijalankan oleh SKPD teknis,
mungkin 1tu saja kira-kira menurut saya yang bias saya contohkan sebagai keadaan masa
lalu yang masih tetap berpengaruh dalam penyusunan perda yang sekarang”

N2. Ya “bagaimana pengaruh masa lalu dalam merumuskan kebijakan ini mungkin wajar-wajar
saja karena untuk mengambil satu keputusan atau membuat kebijakan sebelumnya juga
harus memperhatikan keadaan masa lalu apakah masih dapat dipakai ataupun tidak karena
kita tau pembuat kebijakan sebelumnya juga pasti telah mempikirkan hal tersebut nah
bagaimana kita memperbaiki lagi kebijakan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada
pada kita.
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HASIL. WAWANCARA
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN
e Dimensi Perumusan
e Apa masalah yang bapak/ibu temukan mengenai sistem pendidikan di provinsi Kalimantan
Utara?
Jawaban :
Komunikasi dengan salah satu komisi 2 mengatakan bahwa masal yang ditemukan
dalam sistem pendidikan di provinsi Kalimantan utara ini adalah b
» Masalah internal yaitu yang biasa dilihat dan berhubungan dengan strategi pembelajaran,
peran guru, kurukulum, sistem kelembagaan, sarana dan prasarana, manajemen, anggaran
oprisional.
» Komponen yang penting adalah profesionalime guru
» Di era golabisasi ini masih banyak masyarakat di provinsi Kalimantan utara yang kurang
memperhatikan masalah pendidikan ini
Data Observasi:
Pada initinya provinsi Kalimantan utara masih banyak kekurangan guru-guru berprofesional, dan
di dinas pendidikan juga masih kekurangan tenaga untuk mengkaji masalah mutu pendidikan.
e Apa yang membuat peningkatan mutu pendidikan menjadi masalah kebijakan?
Jawaban :
» Komunikasi dengan salah satu anggota DRPD Provinsi Kalimantan Utara mengatakan
masalah peningkatan mutu pendidikan di provinsi Kaltara memang sangat komplek dan

rumit karena dengan baru terbentuknya kaltara maka sebagian kewenangan pendidikan
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menjadi tanggungjawab provinsi sedangkan dinas pendidikan provinsi juga baru seumur
jagung karena mutu pendidikan merupakan cerminan dari sebuah mutu bangsa.

» Beliau juga mengatakan manakala mutu pendidikannya bagus , maka bagus pula kualitas
putra putri daerah untuk itu seyogyanya masalah mutu pendidikan ini harus menjadi
perhatian serius pemerintah sebagai pembuat kebijakan.

» Menurut Karo Hukum dan Organisasi “ dalam membuat suatu kebijakan terutama
Raperda itu boleh berasal dari DPRD maupun Eksekutif (SKPD) tapi dengan
memperhatikan ataupun melihat suatu sekala pioritas yang dilihat oleh DPRD Provinsi
sehingga menurut merka perlu diberikan perhatian yang lebih terhadap Raperda ini.

Data Observasi:
SDM yang terdapat diprovinsi kaltara juga biasa dikatakan tidak memadai

e Bagaimana masalah peningkatan mutu pendidikan tersebut dapat masuk dalam agenda
pemerintah?

Jawaban :

313

» Komunikasi dengan Pansus III DPRD Provinsi “ maengatakan pendidikan merupakan
komponen utama dalam menentukan tingkat kemajuan suatu daerah, sekarang ini belum
teroptimalkannya dan dimanfaatkanya fungsi pendidikan sehingga Anggota DPRD
mempunyai inisatif untuk membuat Perda mengenai peningkatan mutu ini.

Data Observasi:

masalah peningkatan mutu pendidikan tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah karena

sudah merupakan inisatif DPRD dengan melihat dan menargetkan sebelumnya setiap Raperda

Insiatif DPRD dan kemudian diserahkan ke pemerintah daerah ( Biro Hukum )
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e Formulasi kebijakan (formulation)
« Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk memecahkan
masalah peningkatan mutu pendidikan di provinsi Kalimantan Utara?

Jawaban :

» Komunikasi dengan Bapak Arman Jauhari (Kabag Hukum) Setda Provinsi Kaltara
mengatakan sebenarnya semua instansi terkait dengan Raperda ini harus duduk bersama
agar dapat merumuskan dan mencari solusi dari permasalahan ini, Jika saja semua
pengambil keputusan atau pembuat kebijakan biasa sama-sama duduk dalam satu meja
maka masalah ini dapat dipecahkan, Contoh dengan melakukan Inovasi pembelajaran
dimana seorang guru terlebih dahulu mengetahui kondisi awal siswanya,

» memperbaiki satandarisasi pendidikan yang kurang tepat yaitu standard dan kompetensi
dalam pendidikan, Contoh Kongkrit standar pendidikan menggunakan tolok ukur UN
pada dasarnya tujuan utamanya baik tapi kenyataannya hanya sebagai standar penentuan
kelulusan solusinya pihak yang mengetahui kemampuan peserta didiknya secara
keseluruhan adalah guru solusi alternative adalah dengan menerapkan pendidikan
karakter.

» Alternative lain bias dengan Sistem pamong ( pendidikan oleh masyarakat,orang tua
dan guru) sistem ini dirintis di solo dan ini bias kita contoh.

Data Observasi:

Pada dasarnya belum ada pertemuan yang dilakukan oleh anggota DPRD dengan

melibatkan instansi terkait maupun biro hukum, pada dasarnya baru anggota DPRD saja

yang merumuskan Raperda ini dengan penyusunan naskah akdemiknya diserahkan pada

pihak ke tiga.
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o Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan rancangan peraturan daerah
peningkatan mutu pendidikan?
Jawaban :
> Komunikasi dengan Bapak Arman Jauhari (Kabag Hukum) Setda Provinsi Kaltara
mengatakan yang terlibat harus dari instansi terkait seperti dinas pendidikan, LSM,
masyarakat tenaga ahli dari lembaga-lembaga pendidikan selain bagian hukum dan
DPRD Provinsi semuanya harus terlibat dalam formulasi kebijakan Raperda
peningkatan mutu pendidikan tapi kenyataanya saat raperda ini diserahkan
kepemerintah oleh DPRD semua unsur tersebut tidak begitu terlibat.
e Penentuan kebijakan (adaption)
e Bagaimana alternatif rancangan peraturan daerah tentang sistem pendidikan?
Jawaban:
Menurut Kasubbag Perundang-undangan setda mengatakan alternative rancangan
peraturan daerah tentang sistem pendidikan biasa memperkuat pendidikan berbasis
karakteristik daerah sebagai tindak lanjut pelimpahan kewenangan penyelenggaraan
pendidikan dari pusat ke daerah. Sehingga kita mempunyai dasar hukum untuk
menyelenggarakan pendidikan di daerah dengan sebaik-baiknya. Kalau tanpa ini, nanti
tidak legal (ilegal) dalam melakukan pengaturan Dia memaparkan, Perda
Penyelenggaraan Pendidikan ini sesuai dengan semangat desentralisasi pendidikan
yang tertuang dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah, UU 20/2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan PP 17/2010 tentangPengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan. itu hanya berisikan pengaturan secara umum yang periu

ditindaklanjuti daerah. "Rinciannya harus diatur daerah sesuai karakteristiknya masing-
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masing," katanya. Hal ini biasanya bisa masuk dalam mata pelajaran Muatan Lokal

(Mulok) yang diajarkan satuan pendidikan merupakan kegiatan kurikuler untuk

mengembangkan kompetensi anak didik sesuai dengan karakeristik, potensi dan

keunggulan daerah masing-masing. Terkait materi Mulok tersebut, tidak bisa disatukan
atau dikelompokkan dengan mata pelajaran yang telah ditetapkan secara nasional,
karena setiap daerah di Indonesia berbeda-beda.

e Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi dalam membuat rancangan
perda peningkatan mutu pendidikan?

Jawaban:

» Menurut kabag hukum dan karo hukum & organisasi seharusnya untuk
membuat suatu Raperda harus memenuhi ketentuan yang sesuai dengan
ketentuan permendagri nomor 80 tahun 2015 yaitu
V' Materi atau subtansi tidak boleh bertantangan dengan peraturan yang lebih

tinggi dan kepentingan umum
v Raperda harus dilengkapi Naskah Akdemik/keterangan teknis
v’ Mempersiapkan Penyusunan draf awal / nol
v' Harus memuat 3 landasan yaitu filasofis, sosiologis dan yuridis
v Kejelasan tujuan
v’ Kessuaian antara jenis dan materi muatan
v Kejelasan rumusan
v' Disamping itu materi muatan perda harus mengandung asas-asas

pengayoman, kemanusiaan,kebangsaan, kekeluargaan, keadilan,kesamaan
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dalam hukum, ketertiban dan kepastian hukum dan kesimbangan, kesrasian
dan keselarasan.

Data Observasi:

Pada intinya terkadang tidak sesuai dengan syarat penyusunan suatu raperda
karena terkadang ada unsur kebijakan lainnya.
e Siapa yang akan melaksanakan kebijakan peraturan daerah peningkatan mutu
pendidikan?

Jawaban:

» komunikasi dengan Kepala Biro Hukum Dan Organisasi (bpk Suharto, S.H)
mengatakan ya yang akan melaksanakan kebijakan tersebut adalah pemerintah
daerah, Dinas pendidikan sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Kalimantan
Utara kalau ada.

» Ketua komisi 4 mengatakan untuk raperda ini akan dibentuk panitia khusus agar
bias membahas raperda ini, wlaupun ini adalah inisatif dari DPRD Provinsi tetapi
yang akan melaksankan kebijakan ini adalah Dinas Pendidikan yang akan menjadi
stakholdernya terkait pendidikan itu harapan dan kami.

Data Observasi:

Dinas Pendidikan sudah melakukan sebagian dari kebijakan tersebut walaupun

Raperdanya belum ditetapkan menjadi perda karena masih banyak yang diperhatikan

lagi tentang Raperda peningkatan Mutu pendidikan.

e Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan perda ini?

Jawaban:
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Menurut kabag hukum dan sekertaris dinas pendidikan waktu rapat raperda inisatif
DPRD ini mengatakan :

» Terdapat tiga perencanaan strategis yang berkaitan dengan peningkatan mutu
sekolah, yaitu strategi yang menekankan pada hasil (the output oriented strategy),
strategi yang menekankan pada proses ( the process oriented strategy), dan
strategi komprehensif (the comprehensive strategy),

» memperkuat kurikulum yaitu instrument pendidikan

» Memperkuat partisipasi masyarakat dalam keseluruhan kegiatan pendidikan

» Memperkuat kapasitas manajemen sekolah

» Memperkuat sumber daya tenaga kependidikan

» Perbaikan yang berkesnimbungan

Menurut AS 1 (bpk Zaniuddin,HZ) untuk masalah raperda ini perlu ada
pembenahan terlebih dahulu dalam strukutur dinas pendidikan dengan
menempatkan orang-orang yang berkompeten dan mengerti tentang tugas pokok
mereka baru bias meningkatkan mutu pendidikan ini.

Data Observasi:
Dari strategi tersebut masih sedikit yang biasa dilakukan
e Apaisi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
Jawaban:
> Isi  kebijakan yang telah ditetapkan adalah tentang pengelolaan  dan
penyelenggaraan pendidikan dan salah satunya berupa peningkatan mutu

pendidikan

» Memperbaiki sarana dan prasarana dalam mengajar
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4. Implementasi (implementation)
e Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan?

Jawaban:

» yang terlibat dalam implementasi kebijakan adalah Gubernur, DPRD dan Dinas
pendidikan dan jajarannya, oleh karena itu merekalah yang paling
bertanggungjawab terhadap peningkatan mutu pendidikan di daerahnya.meskipun
tidak selamanya demikian karena dalam pelaksanaanya tidak sedikit penyimpangan
dan salah penafsiran terhadap kebijakan yang digulirkan sehingga menimbulkan
berbagai kerancuan.

e Apa yang mereka kerjakan?

Jawaban:

Mengimplementasikan kebijakan tersebut kepada masyarakat
e Apadampak dari isi kebijakan?

Jawaban:

sangat berdampak saat nanti di implementasikannya peraturan daerah ini sebagai satu

kebijakan.

5. Evaluasi
e Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur?

Jawaban:

» Tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan dapat diukur apabila suatu
kebijakan tersebut dalam implementasinya berhasil dilaksanakan dan mutu

pendidikan yang ada diprovinsi Kalimantan utara semakin baik
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e Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuenst dari evaluast kebijakan?
Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?
Jawaban:

» Seharusnya yang mengevaluasi kebijakan ini dilakukan bersama-sama antara
pemerintah daerah dengan DPRD provinsi yang dilaksanakan oleh dinas
pendidikan yang secara langsung menerapakan kebijakan ini. Dan emang
sebaiknya apabila kebijakan ini tidak dapat dilaksankan lebih baik melakukan
perubahan karena untuk melakukan pencabutan suatu kebijakan hanya dapat
dilakukan apabila bertentang dengan ketentuan yang berlaku serta adanya

kerugian terhadap kepentingan umum.
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PEDOMAN WAWANCARA
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUMUSAN KEBIJAKAN

Apakah ada pengaruh tekanan-tekanan dari luar dalam perumusan kebijakan perda

peningkatan mutu pendidikan?

Jawaban: -

» Menurut Salah Satu Anggota DPRD dari komisi 2 (yang namanya tidak ingin disebutkan)
tidak ada pengaruh ataupun tekanan dari luar dalam perumusan kebijakan ini murni karena
asperasi dari DPRD yang melihat perkembangan pendidikan di provinsi Kalimantan utara.

» Asisten | sekaligus Plt Dinas pendidikan mengatakan “ mungkin saja tidak ada pengaruh
tekan dan luar dalam perumusan kebijakan ini hanya merupakan inisatif dari DPRD yang
menginginkan kemajuan pendidikan yang ada di provinsi Kalimantan utara ini semakin
baik namun yang perlu diperhatikan adalah kajian terhadap raperda ini jangan sampai
muatan isinya belum sesuai karena kalau saya melihat raperda ini belum begitu
mengakomodir kepentingan dan asperiasi dari masyarakat,kita harus betul-betul melihat
dan mengkaji bersama-sama lagi raperda ini.

Data Observasi: Raperda telah disiapkan termasuk naskah akdemiknya dan judulnya Raperda

ini sudah ada saat pertanyaan ini ditanyakan.

2. Bagaimana pengaruh kebiasaan lama dalam merumuskan perda peningkatan mutu pendidikan?

Jawaban:

» Dan hasil wawancara (anggota DPRD) mengatakan bahwa semua perosedur dalam
penyusunan dan perumusan perda peningkatan ini sudah sesuai dengan peraturan
perundang-undang yaitu berpedoman pada uu nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan

peraturan perundang-undangan.
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» Karo Hukum dan Organisasi juga mengatakan pengaruh kebiasaan lama dalam
merumuskan satu kebijakan itu sudah biasa manakala mereka sampai pada tahap jenuh dan
mandeg yang cenderung sulit mencari jalan keluarnya.

Data Observasi:

tapi kebiasaan lama tetap juga menjadi referensi pengambil kebijakan termasuk perumusan

perda peningkatan mutu pendidikan apalagi kebijakan sebelumnya dipandang sudah

memuaskan sehingga cenderung untuk dikuti.
3. apakah sifat-sifat pribadi berpengaruh dalam perumusan perda ini?

Jawaban:

» Anggota salah satu komisi 4 DPRD (Inisial “IS” ) Provinsi mengatakan sifat-sifat pribadi
tidak berpengaruh dalam perumusan perda ini, Raperda peningkatan mutu pendidikan
perlu dilakukan agar putra putri daerah terutama di Kalimantan Utara ini biasa
mendapatkan pendidikan yang bagus dan menghasilkan generasi yang berkualitas bukan
saatnya harus memikirkan kepentingan pribadi tapi kepentingan daerah.

» Ketua Komisi 2 (bpk Is) mengatakan didalam proses kebijakan anggota fraksi maupun
panitia khusus pasti memilki nilai-nilai dari dalam diri mereka misalkan sajja nilai-nilai
yang berorentasi pada kepentingan rakyat maupun nilai lainnya yang akan mempengaruhi
sesorang dalam menetapkan maupun memilih kebijakan publik.

X3

» Kabag hukum Biro Hukum Setda mengatakan * untuk Raperda ini maupun Raperda-
Raperda lainnya baik dari Eksekutif maupun dari Legislatif (DPRD) mengatakan bahwa
nilai- nilai yang ada didalam diri seseorang akan berpengaruh didalam pengambilan

keputusan akan tetapi seharusnya dengan tidak mengsampingkan kepentingan public,

karena tujuan utama perda ini adalah untuk memenuhi dan melayani public.
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Data Observasi:

sifat-sifat pribadi kalau diliat pada kenyataannya masih berpengaruh dalam perumusan perda
ini karena meliat adanya desakan ke pemerintah daerah untuk segera menetapkan dan
mengsahkan Raperda ini menjadi Perda.(dokumen tanggapan pemerintah berupa naskah
sambutan sidang paripurna )

4. Apakah ada pengaruh dan kelompok luar dalam perumusan perda ini?

Jawaban:

» Salah satu komisi 4 DRPD (Inisial A ) “Ya adalah karena banyak orang-orang
menginginkan agar mutu pendidikan yang ada di provinsi Kalimantan Utara ini menjadi
lebih baik dan dapat dijadikan percontohan bagi daerah daerah lain karena kita hidup
dilingkungan social yang mana sudah biasa dilihat pengalaman dari orang-orang
sebelumnya terutama yang akan melaksankan kebijakan ini nanti.

» Kabag Hukum (Arman Jaubari,S.H) mengatakan bahwa pihak luar memang sangat
berpengaruh dalam perumusan perda ini maupun perda-perda lainnya karena kelompok
luarlah yang sangat dominan karena paling tidak yang akan terpengaruh dengan perda ini
nantinya contoh saja saat perda ini di sosialisasi public pasti akan ada masukan- masukan
dari kelompok luar terutama kelompok yang terkait dengan Raperda ini.

Data Observasi:

Pengaruh dari kelompok luar ini sangat berpengaruh.

5. bagaimana pengaruh keadaan masa lalu dalam merumuskan kebijakan ini?
Jawaban:
> menurut Kabag Hukum Setda mengatakan *“ menurut saya sih pengaruh keadaan masa lalu

tidak terlalu dominan mempengaruhi karena jika dikaitkan dengan keweanagan, hal ini bias
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saja ada kewenangan yang tidak mengatur secara jelas didalam peraturan yang lebih tinggi
maka kita didaerah didalam perda boleh saja mengatur hal tersebut mengingat apabila
dialihkan misalnya akan menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaanya sehingga apa
yang sudah ditetapkan sebelumnya masih tetap diakomodir didalam penyusunan perda yang
sekarang, mungkin kaitnya seperti perda retribusi karena sebelumnya sudah ditetapkan
tarifnya tetapt seiring waktu tariff tersebut tidak mengalami kenaikan dengan pertimbangan
eknomi masyarakat masih rendah, fasilitas yang tersedia belum ada perbaikan dan
sebagainya, kemudian dalam hal perijjinan untuk menghindari pungli misalnya biasa
kewenangan itu dijalankan saja kewenangan itu tetap dijalankan oleh SKPD teknis,
mungkin itu saja kira-kira menurut saya yang bias saya contohkan sebagai keadaan masa
lalu yang masih tetap berpengaruh dalam penyusunan perda yang sekarang”

» menurut salah satu anggota komisi 2 (Ibu M,S.Sos) “bagaimana pengaruh masa lalu dalam
merumuskan kebijakan ini mungkin wajar-wajar saja karena untuk mengambil satu
keputusan atau membuat kebijakan sebelumnya juga harus memperhatikan keadaan masa
lalu apakah masih dapat dipakai ataupun tidak karena kita tau pembuat kebijakan
sebelumnya juga pasti telah mempikirkan hal tersebut nah bagaimana kita memperbaiki lagi
kebijakan tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada pada kita.

Data Observasi:

Pada intinya keadaan masa lalu sedikit sebanyak emang berpengaruh walaupun tidak semunya

tapi kenyataanny dilapang masih dapat kita temukan dengan adanya perubahan terhadap

jadwal pembahasan yang tanggalnya pembahasannya selalu tidak tepat pelaksanaanya.
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PEDOMAN WAWANCARA
PROSES PERUMUSAN KEBIJAKAN
1. Dimensi perumusan masalah

Pertanyaan:

e Apa masalah yang bapak/ibu temukan mengenai sistem pendidikan di
provinsi Kalimantan Utara?

Jawaban:
Data Observasi:

e Apa yang membuat peningkatan mutu pendidikan menjadi masalah
kebijakan?
Jawaban:

Data Observasi:

e Bagaimana masalah peningkatan mutu pendidikan tersebut dapat
masuk dalam agenda pemerintah
Jawaban:

Data Observasi:
2. Formulasi kebijakan (formulation)

e Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif
untuk memecahkan masalah peningkatan mutu pendidikan di provinsi
Kalimantan Utara?

Jawaban:

Data Observasi:
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e Siapa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan rancangan
peraturan daerah peningkatan mutu pendidikan?

Jawaban:

Data Observasi:

3. Penentuan kebijakan (adaption)
e Bagaimana alternatif rancangan peraturan daerah tentang sistem
pendidikan?

Jawaban:

Data Observasi:

e Persyaratan atau kriteria seperti apa yang harus dipenuhi dalam
membuat rancangan perda peningkatan mutu pendidikan?
Jawaban:
Data Observasi:

e Siapa yang akan melaksanakan kebijakan peraturan daerah
peningkatan mutu pendidikan?

Jawaban:

Data Observasi:
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e Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebijakan perda
ini?

Jawaban:

Data Observasi:
e Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?

Jawaban:

Data Observasi:
4. Implementasi (implementation)
e Siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan?

Jawaban:

Data Observasi:

e Apa yang mereka kerjakan?

Jawaban:

Data Observasi:

e Apa dampak dari isi kebijakan

Jawaban:

Data Observasi:
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5. Evaluasi

e Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur?

Jawaban:

Data Observasi:

e Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari evaluasi

kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau

pembatalan?

Jawaban:

Data Observasi:
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PEDOMAN WAWANCARA
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUMUSAN KEBIJAKAN
1. Apakah ada pengaruh tekanan-tekanan dari fuar dalam perumusan kebijakan
perda peningkatan mutu pendidikan?
Jawaban:
Data Observasi:
2. Bagaimana pengaruh kebiasaan lama dalam merumuskan peda peningkatan
mutu pendidikan?

Jawaban:

Data Observasi:
3. apakah sifat-sifat pribadi berpengaruh dalam perumusan perda ini?

Jawaban:
Data Observasi:
4. Apakah ada pengaruh dari kelompok luar dalam perumusan perda ini?
Jawaban:
Data Observasi:
5. bagaimana pengaruh keadaan masa lalu dalam merumuskan kebijakan ini?

Jawaban:

Data Observasi:
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